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ABSTRAK 
 
Nama : Nur Rahmah Wahyuddin 
Nim  : 70200113065 
Judul : Gambaran Penatalaksanaan Program KB Melalui Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Ujung 
Pandang Kota Makassar Tahun 2017  
 
MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terdiri atas alkon Implant, 
IUD, MOP dan MOW merupakan bagian dari program KB untuk mengatisipasi 
tingginya jumlah kepadatan penduduk di Indonesia. Selama tiga tahun terakhir 
program MKJP Kota Makassar terus meningkat mulai tahun 2014 sebanyak 5.459 
akseptor dan meningkat ditahun 2015 sebanyak 6.693 akseptor kemudian 
meningkat lagi ditahun 2016 sebanyak 7.010 akseptor serta peningkatan terbanyak 
di Kota Makassar berada di Kecamatan Ujung Pandang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran penatalaksanaan melalui perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi program KB MKJP di 
Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2017. Desain penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui 
teknik wawancara mendalam. Penentuan informan menggunakan teknik purposive 
sampling sebanyak 11 responden. Hasil Penelitian: (1) perencanaan operasional 
rutin dilaksanaan dalam kegiatan staf meeting untuk menyusun beberapa kegiatan 
yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diberikan oleh DPPKB Kota 
Makassar namun perencanaan jangka panjang belum ada di Balai KB Kecamatan 
Ujung Panjang. (2) kepala UPT dan PLKB telah menjalankan tugas sesuai SOP 
yang ada dengan mengkoordinir seluruh penyuluh KB untuk mensosialisasikan 
dan mengajak PUS agar beralih dan menggunakan salah satu alkon jangka 
panjang. (3) pelaksanaan program KB melalui MKJP dimulai dengan sosialisasi 
oleh PLKB untuk menggunakan alkon jangka panjang, PUS akan mendapat 
konseling awal dan pilihan untuk menuju ke tempat pelayanan KB atau menunggu 
pelayanan KB mobile. (4) seluruh kegiatan di monitoring langsung oleh DPPKB 
Kota Makassar melalui kehadiran, buku visum dan beberapa laporan yang dibuat 
serta hasil pencapaian setiap bulan yang rutin dikirim ke DPPKB Kota Makassar. 
(5) evaluasi rutin dilaksanakan saat melaksanakan kegiatan staf meeting demi 
tercapainya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 
  
Kata Kunci  : Program KB, MKJP, POACE. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(UNESCAP) (2011) menunjukkan jumlah penduduk di kawasan Asia mencapai 
4,22 miliar jiwa atau sebesar 60% dari penduduk di dunia. Indonesia selama 
empat dasawarsa terakhir menempati posisi empat jumlah populasi terbesar di 
dunia menurut US. Cencus Bureau. 
Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 menunjukkan jumlah 
penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang akan terus 
meningkat dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035 
(BPS, 2013).  
Dalam mencegah populasi penduduk yang akan bertambah di Indonesia 
pemerintah menerapkan Program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan 
program pengendalian pertumbuhan penduduk dalam mengendalikan angka 
kelahiran serta kematian ibu dengan jargon “Dua Anak Cukup”. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, Program Keluarga 
Berencana  merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepedulian dan 
peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan 
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan 
keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 
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Tujuan keluarga berencana menurut BKKBN (2012) adalah memelihara 
kesehatan ibu dan anak, mengatur kehamilan dan kelahiran, pendewasaan usia 
perkawinan (PUP) dan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 
sehingga dibentuklah singkatan hindari “4T” yaitu Terlalu muda, terlalu tua, 
terlalu rapat dan terlalu banyak. 
AKI maternal di Kota Makassar selama 3 tahun terakhir mengalami 
fluktuasi pada tahun 2015 terdapat 5 kematian ibu dari 25.181 kelahiran hidup 
(AKI : 19,86/100.000 KH) dan tahun 2014 sama seperti tahun sebelumnya yaitu 5 
kematian ibu namun berbeda pada kelahiran hidup yaitu 24.590 (AKI : 
20,33/100.000 KH) kemudian tahun 2013 terdapat 4 kematian ibu dari 24.576 
kelahiran hidup (AKI : 16,28/100.000 KH). 
Data tersebut menunjukkan angka kematian ibu di Kota Makassar 
mengalami penurunan dari 20,33/100.000 KH di Tahun 2014 menjadi 
19,86/100.000 KH di tahun 2015, dimana terjadi 5 kematian ibu dari sejumlah 
25.181 kelahiran hidup di Kota Makassar (Profil Kesehatan Kota Makassar, 
2016). 
Kota Makassar merupakan salah satu wilayah di provinsi sulawesi selatan 
yang tidak luput dari target sasaran program Keluarga Berencana. Ditinjau dari 
kepadatan penduduk pada tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 1.429.242 jiwa 
meningkat pada tahun 2015 sebanyak 1.449.401 jiwa dan terus meningkat pada 
tahun 2016 yaitu sebanyak 1.469.601 jiwa. 
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Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Makassar menerapkan program 
Keluarga Berencana agar dapat menekan kepadatan jumlah penduduk dengan 
mengajak masyarakat untuk menjadi akseptor/peserta KB di Kota Makassar. 
Pencapaian peserta KB aktif pada tahun 2016 tercatat 128.339 akseptor dengan 
pasangan usia subur (PUS) sebanyak 184.763 PUS, kondisi ini menggambarkan 
dari setiap 10 pasangan keluarga di Kota Makassar terdapat 6 sampai 7 pasangan 
yang telah melaksanakan KB (Kepala DPPKB Kota Makassar, 2016). 
Keberhasilan program KB di Kota Makassar telah dapat mencegah jumlah 
kelahiran pada tahun 2013 sebanyak 21.888 jiwa, tahun 2014 meningkat sebanyak 
23.150 jiwa, dan tahun 2015 meningkat lagi sebanyak 23.494 jiwa (Bidang data 
dan Informasi DPPKB Kota Makassar, 2016).  
Program KB dalam mengatur jumlah kelahiran sebenarnya telah ada sejak 
zaman Rasulullah saw., dikenal dengan istilah “azl” yaitu mengeluarkan air mani 
di luar kemaluan wanita pada saat ejakulasi. 
Hadis Riwayat Muslim tentang azl 
، َِْيْب ُّزلا ُوبَأ َنَ ََبَْخَأ ، ٌْيَْىُز َاَنث َّدَح ،َُسو ُي ِنْب ِالله ِدْبَع ُنْب ُد َْحَْأ َاَنث َّدَح  ََتَأ الًُجَر َّنَأ ،ٍرِباَج ْنَع
 ُفوُطَأ ََنَأَو ،َاُنتَيِهاَسَو َانُمِداَخ َِهِ ، اَةيِراَج ِلِ َّن
ِ
ا :َلاََقف ، َ َّلََّسَو ِوَْيَلع ُالله َّلََّص ِالله َلوُسَر ،َاَْيَْلع
  أَي َ س ُوَّ ه
ِ
َاف ،َْتئِش ْن
ِ
ا َاْنَْع ِْلزْعا :َلاََقف ،َلِم َْتَ ْنَأ ُهَرْلَأ َنََأَو ،ُهَتََأ َُّثُ ،ُلُج َّرلا َثَِبَلف ،اََيل َر ُِّدق اَم َايِْت
َاَيل َر ِّدُق اَم َايِْت أَي َ س ُوَّ هَأ َُكث َْبَْخَأ َْدق :َلاََقف ،َْتلِبَح َْدق ََةيِراَْجلا َّن
ِ
ا :َلاََقف 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah 
menceritakan kepada kami Zuhair telah mengkhabarkan kepada kami Abu 
Az-Zubair dari Jabir bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah 
saw, sambil bertanya: Saya memiliki seorang budak perempuan yang 
bekerja melayani dan menyirami tanaman kami, saya sering menidurinya, 
akan tetapi saya tidak ingin jika dia hamil. Lantas beliau bersabda: Jika 
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kamu mau, lakukanlah azl, namun sekalipun begitu, apa yang ditetapkan 
Allah pasti akan terjadi juga. Tidak lama kemudian, laki-laki itu datang 
kepada Nabi saw, lalu berkata: Budak perempuanku telah hamil. Lantas 
beliau bersabda: Bukankah saya telah mengatakan kepadamu, bahwa apa 
yang telah ditetapkan Allah pasti akan terjadi. 
 
Berdasarkan kesepakatan ulama ْتئِش ن
ِ
ا َاْنَْع لزعا diperbolehkan dan tidak 
ada dosa baginya dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt., akan tetap terjadi 
walau sekeras apapun kita halangi. Seiring berkembangnya zaman telah 
menciptakan berbagai inovasi baru dengan teknologi terbaru, begitupula dengan 
inovasi keluarga berencana melalui berbagai macam alat kontrasepsinya. Salah 
satu strategi dalam pelaksanaan program KB adalah meningkatkan program 
melalui MKJP yang merupakan metode kontrasepsi berjangka panjang dengan 
angka kegagalan yang rendah yang terdiri dari alat kontrasepsi implant, IUD, 
MOP dan MOW. 
Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota 
Makassar menjelaskan bahwa pencapaian jumlah perserta KB aktif Kota 
Makassar (2017) memperlihatkan akseptor baru MKJP pada tahun 2014 terdapat 
5.459 akseptor (43,63% dari sasaran PPM sebanyak 12.511 akseptor), meningkat 
pada tahun 2015 peserta MKJP sebanyak 6.693 akseptor (539,32% dari sasaran 
PPM sebanyak 1.241 akseptor) dan meningkat lagi pada tahun 2016 sebanyak 
7.010 akseptor (115,03% dari sasaran PPM sebanyak 6.094 akseptor). 
Peningkatan yang cukup menggembirakan tersebut mengindikasikan 
tingginya kesadaran para pasangan usia subur (PUS) di Kota Makassar untuk 
mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera sesuai visi DPPKB Kota 
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Makassar. Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan dengan jumlah 
keikutsertaan akseptor tertinggi di Kota Makassar yaitu sebanyak 406 akseptor 
diikuti oleh Kecamatan Makassar sebanyak 238 akseptor kemudian Kecamatan 
Tamalate sebanyak 162 akseptor.  
Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk 
menganalisis bagaimana gambaran penatalaksanaan program KB melalui MKJP 
di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2017. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berjudul “Gambaran Penatalaksanaan Program KB Melalui 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Balai KB Kecamatan Ujung 
Pandang Kota Makassar tahun 2017”. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian 
lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian akan difokuskan pada 
penatalaksanaan program KB khusus pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas dapat di 
deskripsikan bahwa dalam penelitian ini akan berfokus pada gambaran 
penatalaksanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 
di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2017. 
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C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut: “Bagaimana gambaran penatalaksanaan program KB 
melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Balai KB Kecamatan 
Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2017 ?”. 
D. Definisi Konsep 
1. Perencanaan (planning) adalah suatu proses penentuan strategi yang efektif 
dan efisien dengan metode yang terbaik dalam jangka waktu tertentu demi 
tercapainya tujuan dalam pelaksanaan program MKJP di Balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2017. 
2. Pengorganisasian (organizing) adalah tugas dan tanggung jawab sumber 
daya manusia yang menjalankan program-program yang telah disusun 
dalam perencanaan untuk mencapai tujuan pelaksanaan program MKJP di 
Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2017.  
3. Penggerakan (actuating) adalah pelaksanaan dari hasil perencanaan yang 
telah diputuskan dalam program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung 
Pandang Kota Makassar tahun 2017. 
4. Pengawasan (controlling) merupakan pemantauan kegiatan-kegiatan dalam 
pelaksanaan program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota 
Makassar tahun 2017. 
5. Evaluasi (evaluating) adalah penilaian, pengukuran dan pembandingan hasil 
yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai dalam pelaksanaan 
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program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar 
tahun 2017. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Mei tahun 2017. 
Penelitian dilaksanakan di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 
F. Kajian Pustaka 
Adapun beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian 
ini, antara lain:  
Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Djumain (2016) dengan judul 
penelitian “Pengaruh Kepemimpinan dan Tujuan Pencapaian Program Terhadap 
Kinerja Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Kota Makassar”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepemimpinan dan tujuan 
pencapaian program pada Badan KB Kota Makassar Tahun 2016.  
Jenis penelitian ini bersifat eksplanatoris. Populasi terdiri atas 123 penyuluh 
KB Kota Makassar dengan teknik totally sampling. Teknik analisa data 
menggunakan analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian 
menunjukkan kepemimpinan dan tujuan pencapaian program memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja penyuluh KB di Kota Makassar dengan nilai 
koefisien masing-masing adalah 0,331 dan 0,413.  
Penelitian yang di lakukan Rainy Alus Fienalia (2011) dengan judul 
penelitian ”Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Kota 
Depok Tahun 2011”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait 
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faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka 
panjang di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok. 
Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol dengan pengambilan 
sampel secara acak. Populasi terdiri atas 195 akseptor KB dengan rincian 65 
kelompok kasus yaitu pengguna MKJP dan 130 untuk kelompok kontrol yaitu 
bukan pengguna MKJP. Uji statistik menggunakan chi square test.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara umur ibu (p 
value=0,007 dan OR sebesar 2,5), jumlah anak hidup (p value=0,000 dan OR 
sebesar 3,9), kelengkapan  pelayanan KB (p value=0,000 dan OR sebesar 5,6), 
jarak ke tempat pelayanan KB (p value=0,001 dan OR sebesar 4,3), biaya 
penggunaan alat kontrasepsi (p value=0,000 dengan OR sebesar 2,6), pengetahuan 
tentang MKJP (p value=0,004 dan nilai OR sebesar 2,6) dengan penggunaan 
metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas. 
Penelitian yang dilakukan Rizki Hargiani (2016) dengan judul penelitian 
“Hubungan Pengetahuan Akseptor Tentang Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) 
Dengan Keikutsertaan MKJP di Puskesmas Tegal Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan faktor pengetahuan akseptor tentang Metode Kontraepsi Jangka 
Panjang dengan keikutsertaan MKJP di Puskesmas Tegal Timur. 
Penelitian ini menggunakan case control design. Populasi merupakan seluruh 
akseptor KB di Puskesmas Tegal Timur tahun 2014 sejumlah 6.047 akseptor. Sampel 
sebanyak 35 responden untuk kelompok kasus (akseptor bukan MKJP) dan 35 responden 
untuk kelompok kontrol (akseptor MKJP). Teknik pengambilan sampel dengan two 
stages cluster sampling. 
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Hasil penelitian 71,43% responden mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 
MKJP. Uji statistik menggunakan SPSS 16 dengan α = 0,05 menunjukkan hasil bahwa 
tidak ada hubungan antara pengetahuan responden tentang MKJP dengan 
keikutsertaannya di Puskesmas Tegal Timur kemudian dianalisis dengan Chi Square 
sehingga didapatkan 3 nilai OR yaitu OR1= 2,528; OR2= 3,5; OR3= 1,385 dengan p 
value=0,353 sehingga tidak ada beda keikutsertaan kejadian MKJP pada pengetahuan 
cukup dan kurang. 
Penelitian yang dilakukan Putri Anggraeni (2015) dengan judul penelitian 
“Determinan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada 
Akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Pamulang Tahun 2014”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui determinan penggunaan MKJP di wilayah kerja 
Puskesmas Pamulang tahun 2014. 
Penelitian ini menggunakan desain studi case control unmatched dengan 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Populasi sebanyak 164 yang 
dengan perbandingan kasus kontrol 1:3 akseptor yang terdaftar pada kohort KB 
Puskesmas Pamulang tahun 2014.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor KB 
menggunakan alat kontrasepsi suntik (55,5%). Faktor yang memberi peluang 
akseptor MKJP berumur lebih dari 30 tahun (OR=4,565), bekerja (OR=4,737), 
berpenghasilan tinggi (OR=2,206), telah berdiskusi dengan suami tetang MKJP 
(OR=22,579), memiliki anak hidup 3 atau lebih (OR=3,386), memiliki riwayat 
aborsi (OR=3,284) dan memanfaat pelayanan swasta (OR=0,084). Sedangkan 
faktor yang tidak berhubungan yaitu pendidikan dan umur pertama kali 
melahirkan. 
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Penelitian yang dilakukan Nila Alfiyatul Maziyyah (2015) dengan judul 
penelitian “Evaluasi Input Program KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang) di Kabupaten Magelang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
input dari program KB khusus MKJP di Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 
evaluasi dan terdiri atas 4 informan. Simpulan dari penelitian ini adalah 
ketersediaan tenaga penyuluh belum sesuai pedoman, tenaga medis sudah sesuai 
pedoman, penggunaan anggaran sudah sesuai pedoman, ketersediaan material 
sudah sesuai pedoman, yang belum adalah ketersediaan Gedung balai Pelayanan 
KB dan KS serta mobil pengangkut alkon, ketersediaan mesin metode dan market 
sudah sesuai pedoman, waktu untuk evaluasi program sudah sesuai pedoman yaitu 
setiap bulan, ketersediaan media informasi dan alat komunikasi sesuai pedoman 
namum di lapangan belum mencukupi kebutuhan. 
 Dari beberapa hasil penelitian diatas, terdapat beberapa relevansi dengan 
penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk melihat gambaran penatalaksanaan 
program KB  melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Namun dari 
berbagai penelitian diatas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang 
akan dilakukan seperti fokus penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian 
yang akan dilakukan. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
a. Tujuan Umum 
Mengetahui gambaran penatalaksanaan program KB melalui MKJP di Balai 
KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tahun 2017. 
b. Tujuan Khusus 
1) Untuk mengetahui proses perencanaan (planning) dari penatalaksanaan 
program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 
2) Untuk mengetahui proses pengorganisasian (organizing) dari 
penatalaksanaan program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang 
Kota Makassar. 
3) Untuk mengetahui proses penggerakan (actuating) dari penatalaksanaan 
program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 
4) Untuk mengetahui proses pengawasan (controlling) dari penatalaksanaan 
program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 
5) Untuk mengetahui proses evaluasi (evaluating) dari penatalaksanaan 
program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 
2. Kegunaan/Manfaat 
a. Manfaat Bagi Instansi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pihak 
Pemerintah khususnya Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar 
terkait pelaksanaan Program KB melalui Metode Kontrasepsi jangka Panjang 
(MKJP). 
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b. Manfaat Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan acuan 
bagi peneliti selanjutnya terkait penatalaksanaan program KB melalui metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang Kota 
Makassar tahun 2017. 
c. Manfaat Bagi Peneliti 
Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti khususnya dalam 
meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengembangan diri dalam bidang 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Keluarga Berencana (KB) 
1. Defenisi Keluarga Berencana 
 Keluarga Berencana (family planning/planned parenthood) merupakan 
suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan 
menggunakan kontrasepsi (Sulistyawati, 2012). 
 Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatkan kepedulian dan peran 
serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 
pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan 
keluarga kecil bahagia sejahtera. Program KB saat ini tidak hanya ditujukan untuk 
penurunan angka kelahiran namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan 
hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan dan penanganan masalah-masalah 
kesehatan reproduksi seksual, kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi dan anak 
(BKKBN, 2005). 
 Keluarga Berencana merupakan suatu upaya manusia untuk mengatur 
secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral 
Pancasila untuk kesejahteraan keluarga (Ritonga, 2005). 
 Keluarga berencana merupakan suatu usaha yang mengatur banyaknya 
kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta 
keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat 
langsung dari kehamilan tersebut (Suratun, 2008). 
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 Dari beberapa pengertian Keluarga Berencana diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya dalam 
keluarga untuk merencanakan jumlah anggotanya dengan mengatur jarak 
kehamilan menggunakan salah satu alat kontrasepsi agar mewujudkan keluarga 
kecil yang bahagia dan sejahtera. 
Program KB (Keluarga Berencana) yang dilaksanakan Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebagai berikut: 
a. Program pembinaan keluarga berencana. 
b. Program kesehatan reproduksi keluarga. 
c. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga (Ritonga, 2012). 
 Program KB (Keluarga Berencana) adalah program untuk membantu 
keluarga untuk membantu termasuk individu merencanakan kehidupan 
berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas. 
Keluarga yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang berikutnya 
berkualitas pula (Ikatan dan Ahli Demografi Indonesia, 2007). 
2. Tujuan Keluarga Berencana 
 Tujuan umum keluarga berencana adalah membentuk keluarga kecil sesuai 
dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran 
anak agar diperoleh suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak agar 
diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  
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 Tujuan dari program Keluarga Berencana (KB) menurut BKKBN (2012) 
adalah : 
a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga 
dan bangsa pada umumnya. 
b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka 
kelahiran sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan untuk 
meningkatkan reproduksi. 
Adapun tujuan khusus dari program Keluarga Berencana (KB), sebagai 
berikut: 
a. Memelihara kesehatan ibu dan anak 
b. Mengatur kehamilan dan kelahiran 
c. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) 
d. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 
Tujuan program Keluarga Berencana lainnya yaitu untuk menurunkan 
angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan 
kebijakaan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan 
menghentikan) maksud dari kebijakaan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu 
dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan 
melahirkan pada usia tua (Hartanto, 2002). 
Salah satu tujuan program keluarga berencana (KB) meningkatkan derajat 
kesehatan ibu dan anak melalui penjarangan dan penundaan kehamilan dengan 
beberapa perencanaan yaitu mengindari 4T “terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat 
dan terlalu banyak”. Perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang 
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optimal dan perencanaan ini sebenarnya telah diisyaratkan dalam Q.S. Al-
Hasyr/59:18. 
                                      
            
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kemenag RI, 2012). 
 
Ayat diatas mengingatkan bahwa setiap individu atau kelompok untuk 
senantiasa bertakwa kepada Allah swt., dan menyiapkan atau merencanakan apa 
yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Begitupun dengan merencanakan sebaik-
baiknya jumlah anggota keluarga yang sanggup mereka nafkahi sehingga tidak 
menjadi beban bagi orang lain dengan menghidari 4T dan fokus dalam mengasuh 
dan merencanakan kesejahteraan masa depan anak yang dititipkannya kemudian 
ditekankan sekali lagi bahwa bertakwalah kepada Allah swt., karena 
sesungguhnya Allah swt., maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
Oleh karena itu, setiap pasangan usia subur (PUS) sebaiknya mengatur 
jumlah anak yang akan dilahirkannya dimuka bumi ini sejak awal melalui 
perencanaan yang baik sehingga dapat menciptakan keluarga kecil, sehat dan 
sejahtera hingga kelak menjadi khalifah yang baik bagi dirinya sendiri maupun 
bagi negara. Ingatlah bahwa jangan terlalu mempersoalkan dan memperdebatkan 
banyak tidaknya anak yang dimiliki karena sesunguhnya didalam Q.S. Al-
Kahfi/18:46. 
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                                 
    
Terjemahnya: 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Kemenag RI, 2012). 
Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia maka janganlah terlalu 
memperdebatkan hal tersebut karena sesungguhnya merencanakan dengan 
melakukan amal-amalan saleh yang akan berbuah kebaikan adalah lebih baik 
untuk menjadi harapan di hari akhirat nanti.  
Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishba>h Vol. VIII ayat ini 
menyatakan: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. 
Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amalan-amalan 
yang kekal karena dilakukan demi karena Allah lagi saleh, yakni sesuai dengan 
tuntutan agama dan bermanfaat adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya 
disisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi 
harapan. 
Kata ( لاملا ) al-ma>l/harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai 
material, baik uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan dan lain-lain. 
Ayat diatas menamai harta dan anak adalah ( ةنيز ) zi>nah yakni hiasan atau 
sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian, karena ada unsur 
keindahan pada harta disamping manfaat, demikian juga pada anak, di samping 
anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan keduanya sebagai 
zi>nah/hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya ( هميق ) qi>mah / sesuatu yang 
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berharga. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan 
seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya 
diperoleh melalui iman dan amal saleh. 
Kata ( تايقابلا تاحلاصلا ) al-ba>qiya>t ash-sha>lih}a>t adalah dua kata yang 
berfungsi sebagai sifat dari sesuatu yang disifati, tetapi tidak disebut dalam 
redaksi ayat, yaitu ayat-ayat. Dengan demikian, kata tersebut secara harfiah 
bermakna amal-amal yang kekal dan saleh. Boleh jadi ada yang berkata bahwa 
susunan kalimat tersebut terasa ganjil, dan sebaiknya dikatakan amal-amal saleh 
yang kekal karena telah populer istilah amal saleh bukan amal kekal/baqiyat, 
apalagi “kekekalan sebuah amal” disebabkan oleh “kesalehannya”.  
Agaknya ayat ini sengaja mendahulukan kata (تايقابلا) al-ba>qiya>t/yang kekal 
atas (تاحلاصلا) ash-sha>lih}a>t karena ia bermaksud menggarisbawahi ketidakkekalan 
harta dan anak-anak yang hanya berfungsi sebagai hiasan duniawi. 
Seakan-akan ayat ini berkata, “Harta dan anak-anak yang kamu banggakan 
dan menjadi hiasan duniawi adalah dua hal yang dapat diandalkan dan baik, tetapi 
ia tidak kekal, sedang amal-amal yang kekal lagi utama di sisi Tuhan lebih baik 
pahalanya dan lebih dapat diharapkan serta diandalkan.” Nah, karena tujuannya 
bermaksud menyatakan ketidakkekalan harta dan anak-anak, kata al-ba>qiya>t yang 
didahulukan, dan penempatannya mendahului kata ash-sha>lih}a>t telah berhasil 
menggantikan beberapa kata yang tidak disebut, sebagaimana terbaca diatas. 
Sementara ulama menyatakan bahwa al-ba>qiya>t ash-sha>lih}a>t adalah 
ucapan ََناَحْب ُ سَََِللّاََُدْمَْحلاَوََِ َِللَََّلَوََََل
ِ
اَََل
ِ
اَََُللّاَََُللّاَوَََُبْكَب . Ada juga yang berpendapat 
bahwa yang dimaksud adalah shalat lima waktu. Agaknya pendapat yang lebih 
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baik ialah yang memahaminya dalam pengertian umum sesuai dengan bentuk 
jamak kata tersebut, sehingga mencakup aneka amal saleh. Amal-amal saleh itu 
berada di sisi Allah, ganjarannya menanti pelakunya dan akan ditemuinya di 
akhirat kelak, dan ini berarti dia kekal abadi. 
Ayat diatas bukannya meremehkan harta dan anak-anak, hanya saja ia 
membandingkan harta dan anak-anak yang sekadar difungsikan sebagai hiasan 
duniawi dengan amal-amal saleh. Memang harta dan anak dapat juga menjadi 
sarana utama untuk beramal saleh, tetapi ketika itu ia tidak boleh difungsikan 
hanya semata-mata sebagai hiasan duniawi, karena jika demikian ia dapat menjadi 
bencana. Nah, disinilah amal saleh menjadi sangat lebih baik dari harta dan anak, 
jika amal-amal yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat umum atau pribadi 
itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah, atau dengan kata lain jika benar-benar 
ia adalah amal saleh.  
Disisi lain, benar juga harta dan anak dapat diandalkan untuk memenuhi 
harapan, tetapi amal-amal saleh lebih dapat diandalkan. Karena amal saleh 
dipelihara Allah dan menjadi penyebab aneka anugerah-Nya di dunia dan di 
akhirat, sedang harta dan anak-anak yang hanya berfungsi sebagai hiasan, hanya 
memberi dampak baik yang sementara, itupun kalau ia menghasilkan dampak 
yang baik, karena tidak jarang pula harta dan anak mengakibatkan dampak buruk 
di dunia dan di akhirat. 
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Oleh karena itu, dalam ayat diatas mengingatkan bahwa kejarlah duniamu 
namun jangan lupakan akhiratmu maksudnya bahwa harta dan anak-anak memang 
penting untuk perhiasan kehidupan di dunia namun perbuatan-perbuatan yang 
dapat buah amal saleh lebih penting menjadi harapan dan sesungguhnya segala 
bentuk perbuatan itu bergantung pada niatnya sesuai hadis HR Bukhari Muslim. 
اَرْب
ِ
اَ ِنْبَ ِدَمَحُمَ ْنَعَ ،ٍديِعَسَ ِنْبَ َيَ َْيََ ْنَعَ ، ٌِلِاَمَ َنَ ََبْخَبَ :َلَاقَ ،َةََملْسَمَ ُنْبَ َِللّاَ ُدْبَعَ َاَنثَدَحَْنَعَ ،َيمِه
َوُسَرَََنبََر َُعَُْنَعَ،ٍصَاقَوَِنْبََةَمَْقَلعَاَمٍَئِرْماَ ُِّكِلَوَ،ِةَيِّنلِبَُِلا َْعَُلأاَ:َلَاقَ ََلََّسَوَِهَْيَلعَُاللهََلََّصَ َِللّاََل
َُُهثَرِْهََِْتهَكََْنَمَوَ، ِِلوُسَرَوَ َِللّاََلَ
ِ
اَُُهثَرْجَِهفَ ِِلوُسَرَوَ َِللّاََلَ
ِ
اَُُهثَرِْهََِْتهَكََْنََمفَ،ىََوهَِوَبَ،َاُبُيُِصيَاَْيهُلد
ََبَرْماَِهَْيل
ِ
اََرَجاَهَاَمََلَ
ِ
اَُُهثَرْجَِهفَ،ا َُجَُو َََتَيٍَة 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa‘i>d dari Muhammad bin 
Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah saw 
bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap 
orang (tergantung) apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena 
seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada 
apa dia diniatkan. 
Segala perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat seseorang yang 
melaksanakannya begitupun dalam keikutsertaan program Keluarga 
Berencanapun tergantung pada pribadi individu dan balasannya tergantung pada 
apa yang telah diniatkannya. Baik pria maupun wanita yang mengikuti program 
KB khususnya melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk 
membatasi jumlah anaknya karena Allah swt., dan berfokus untuk kesejahteraan 
masa depan anak yang dititipkan kepadanya maka Allah swt., akan memberikan 
balasan untuknya.  
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Begitupula sebaliknya, bagi siapapun yang mengikuti program Keluarga 
Berencana khususnya melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hanya 
untuk mendapatkan keuntungan duniawi maka Allah swt., juga akan memberikan 
balasan untuknya. 
3. Sasaran Keluarga Berencana 
Sasaran program Keluarga Berencana (KB) tertuang dalam RPJMN tahun 
2004-2009 sebagai berikut : 
a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% pertahun. 
b. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2% per perempuan. 
c.  Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan 
 kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi (unmet need) 
menjadi 6%. 
d. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. 
e. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif dan 
efisien. 
f. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.  
g. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. 
h. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 yang aktif 
dalam usaha ekonomi produktif. 
i. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
Program KB Nasional (BKKBN, 2004). 
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 Sasaran program keluarga berencana terbagi atas dua yaitu sasaran langsung 
dan sasaran tidak langsung tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran 
langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk 
menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara 
berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan 
pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan 
kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang 
berkualitas dan sejahtera. 
B. Tinjauan Kontrasepsi 
1. Defenisi Kontrasepsi 
Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan, 
usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen (Wiknjosastro,  2007). 
Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) 
atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim 
(Nugroho dan Utama, 2014). 
Dapat disimpulkan bahwa alat kontrasepsi merupakan alat/metode yang 
digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan baik yang bersifat sementara 
maupun permanen. 
2. Macam-Macam Kontrasepsi 
Macam-macam kontrasepsi dalam Keluarga Berencana (KB) terdiri atas 
empat metode, antara lain: 
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a. Metode Kontrasepsi Sederhana 
Metode Kontrasepsi Sederhana, terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi 
sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi 
tanpa alat antara lain: Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), Couitus Interuptus, 
Metode Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu Basal Badan, dan 
Simptotermal yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir servik. Sedangkan 
metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks 
dan spermisida (Handayani, 2010).  
b. Metode Kontrasepsi Modern 
Metode Kontrasepsi Modern terbagi atas 3 metode yaitu: 
1) Hormonal yang pada dasarnya terbagi atas 2 yaitu kombinasi (mengandung 
hormon progesteron dan estrogen sintetik) dan yang hanya berisi 
progesteron saja. 
2) Intra Uterine Devices atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) secara 
garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung hormon 
sintetik (sintetik progesteron) dan yang tidak mengandung hormon. 
3) Kontrasepsi Mantap, terdiri dari 2 macam yaitu Metode Operatif Wanita 
(MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan 
tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat 
saluran tuba/tuba falopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan 
sperma (Handayani, 2010).  
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c. Metode Kontrasepsi Berdasarkan Lama Efektivitasnya 
1) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yang termasuk dalam kategori 
ini adalah susuk (implant)¸ IUD dan MOP/MOW. 
2) Bukan Metode Kontrasepsi Jangka Pangjang (Non MKJP), yang termasuk 
dalam kategori ini adalah kondom, pil, suntik dan metode-metode lain yang 
tidak termasuk dalam metode MKJP.  
Sampai saat ini belum ada suatu cara kontrasepsi yang 100 persen ideal. 
Suatu cara kontrasepsi dapat dikatakan ideal apabila: 
1. Pemakaiannya aman dan dapat dipercaya. 
2. Harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat.  
3. Alkon dapat diterima oleh pasangan suami istri. 
4. Tidak memerlukan motivasi terus menerus. 
5. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama 
pemakaiannya. 
6. Cara penggunaannya sederhana, dan 
7. Efek samping yang merugikan minimal. Berikut adalah beberapa alat dan 
obat kontrasepsi cara modern dengan berbagai manfaat, efek samping, dan 
cara kerjanya (Bappenas, 2010). 
C. Tinjauan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah cara kontrasepsi 
berjangka panjang yang dalam penggunaannya mempunyai efektivitas dan tingkat 
kelangsungan pemakaiannya yang tinggi dengan angka kegagalan rendah (Rainy, 
2012). 
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1. Alat Kontrasepsi Intra Uterine Devices (IUD) 
Alat Kontrasepsi Intra Uterine Devices (IUD) adalah Suatu alat kontrasepi 
yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam terdiri dari 
plastik (BKKBN, 1993). 
a. Efektifitas  
Efektifitas penggunaan IUD 99,2% - 99,4% (BKKBN, 2011).  
b. Cara Kerja  
1) Endometrium mengalami transformasi yang ireguler, epitel atrofi sehingga 
mengganggu implantasi.  
2) Mencegah terjadinya pembuahan dengan mengeblok bersatunya ovum  
3) dengan sperma.  
4) Mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba fallopi.  
5) Menginaktifkan sperma (Prawirohardjo, 2013).  
c. Kelebihan  
1) Sebagai kontrasepsi, efektifitasnya tinggi.  
2) AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan.  
3) Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A dan tidak perlu 
diganti).  
4) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat.  
5) Tidak mempengaruhi hubungan seksual.  
6) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil.  
7) Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (CuT-380A).  
8) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI.  
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9) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus (apabila 
tidak terjadi infeksi).  
10) Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih setelah haid 
terakhir).  
11) Tidak ada interaksi dengan obat-obat.  
12) Membantu mencegah kehamilan ektopik (Prawirohardjo, 2013).  
2. Alat Kontrasepsi Implant 
Implant adalah Kontrasepsi berupa kapsul sebesar korek api sebanyak 6 
buah yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan yang disusupkan di bawah 
kulit pada lengan sebelah atas (BKKBN, 1993).  
a. Efektifitas  
Efektif penggunaan AKDR 99,2% - 99,4% (BKKBN, 2011).  
b. Cara Kerja  
1) Lendir serviks menjadi kental.  
2) Mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi 
implantasi.  
3) Mengurangi trasnportasi sprema.  
4) Menekan ovarium (Prawirohardjo, 2013).  
c. Kelebihan  
1) Daya guna tinggi.  
2) Perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun).  
3) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan.  
4) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam.  
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5) Bebas dari pengaruh esterogen.  
6) Tidak menggangu kegiatan sanggama.  
7) Tidak mengganggu ASI.  
8) Klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan. 
9) Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan.  
10) Mengurangi nyeri haid.  
11) Mengurangi jumlah darah haid.  
12) Mengurangi/memperbaiki anemia.  
13) Melindungi terjadinya kanker endomterium.  
14) Menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara.  
15) Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul.  
16) Mengurangi angka kejadian endometriosis (Prawirohardjo, 2013).  
d. Waktu Mulai Menggunakan Implant  
1) Setiap saat selama siklus haid hari ke-2 sampai hari ke-7. Tidak diperlukan 
metode kontrasepsi tambahan.  
2) Insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja diyakini tidak terjadi 
kehamilan. Bila insersi setelah hari ke-7 siklus haid, klien jangan melakukan 
hubungan seksual, atau mengguakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari 
saja.  
3) Bila klien tidak haid, insersi dapat dilakukan setiap saat , asa saja diyakini 
tidak terjadi kehamiln, jangan melakukan hubungan seksual atau digunakan 
kontrasepsi untuk 7 hari saja.  
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4) Bila menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pascapersalinan, insersi 
dapat dilakukan setiap saat, tetapi jangan melakukan hubungan seksual 
selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi lain.  
5) Bila setelah 6 minggu melahirkan dan telah terjadi haid kembali, insersi 
dapat dilakukan setiap saat, tetapi jangan melaukan hubungan seksual 
selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja.  
6) Bila klien menggunakan konttrasepsi hormonal dan ingin menggantinya 
dengan implan, insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja diyakini klien 
tersebut tidak hamil atau klien menggunakan kontrasepsi suntikan tersebut. 
Tidak dpat dilakukan metode kontrasepsi lain.  
7) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi non hormonal (kecuali 
AKDR) dan klien ingin menggantinya dengan implan, insersi implan, dapat 
dilakukan setiap saat, asal saja diyakini klien tidak hamil. Tidak perlu 
menunggu datangnya haid tersebut.  
8) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah AKDR dan klien ingin menggantinya 
dengan implan, implan dapat diinersikan pada saat haid hari ke-7 dan klien 
jangan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau digunakan metode 
kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. AKDR segera dicabut.  
9) Pasca keguguran implan dapat segera diinersikan (Prawirohardjo, 2013).  
3.  Alat Kontrasepsi MOW (Metode Operasi Wanita)  
MOW (Metode Operasi Wanita)adalah segala tindakan penutupan 
(pemotongan, pengikatan, pemasangan cincin) pada kedua saluran kanan dan kiri, 
yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur tesebut. Dengan 
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demikian wanita tersebut tidak dapat hamil. Kontap wanita juga bukan 
pengebirian (kastrasi).  
Pada tindakan kebiri kedua indung telur di buang. Akibatnya, baik sel telur 
maupun beberapa hormone wanita tidak dihasilkan lagi.  
Pada kontap wanita hormon wanita tetap dihasilkan, oleh karena itu gairah seks 
wanita tersebut tidak akan menurun (PKMI, 1991).  
a. Efektifitas  
Efektifitas penggunaan MOW 99,5% (BKKBN, 2011).  
b. Cara Kerja  
Kontrasepsi bagi wanita melalui operasi pengikatan atau pemotongan 
saluran indung telur sehingga menghambat pertemuan antara sperma dan sel telur 
(BKKBN, 2007).  
c. Kelebihan  
1) Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama 
penggunaan).  
2) Tidak mempengaruhi proses menyusui (breastfeeding).  
3) Tidak bergantung pada faktor senggama.  
4) Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko kesehatan yang 
serius. 
5) Pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anastesi lokal.  
6) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang.  
7) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi 
hormon ovarium).  
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8) Berkurangnya risiko kanker ovarium (Prawirohardjo, 2013).  
4. Alat Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria) 
Metode Operasi Pria (MOP) merupakan tindakan penutupan (pemotongan, 
pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani pria/suami sebelah kanan dan kiri, 
sehingga pada waktu senggama sel mani tidak dapat keluar membuahi sel telur, 
sehingga tidak terjadi kehamilan. Tindakan yang dilakukan adalah lebih ringan 
daripada sunat atau khitan pada pria, pada umumnya dilakukan sekitar 15 sampai 
45 menit, dengan cara mengikat dan memotong saluran mani yang terdapat 
didalam kantong buah zakar (BKKBN, 2008). 
a. Kelebihan 
1) Efektifitas tinggi untuk melindungi kehamilan 
2) Tidak ada kematian dan angka kesakitannya rendah 
3) Biaya lebih murah karena membutuhkan satu kali tindakan saja. 
4) Prosedur medis dilakukan hanya sekitar 15 – 45 menit 
5) Tidak mengganggu hubungan seksual setelah vasektomi 
6) Lebih aman, karena keluhan lebih sedikit dibandingkan dengan kontrasepsi 
lain (BKKBN, 2008). 
b. Kekurangan 
1) Tindakan harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih.  
2) Apabila pada saat melakukan prosedur operasi bisa terjadi luka.  
3) Rasa sakit pada daerah fungsi (BKKBN, 2008). 
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D. Tinjauan Penatalaksanaan 
Pelaksanaan merupakan suatu proses atau kegiatan nyata yang dilakukan. 
Penatalaksanaan suatu program dapat ditinjau dari manajemen organisasi terkait 
melalui teori Donabedian (1980) sebagai berikut: 
a. Input (masukan) 
Masukan adalah bahan baku (raw materials) yang digunakan sebagai 
masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya 
manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. 
Komponen input kebijakan dapat terdiri dari sasaran, pelaksana, perangkat 
pendukung/sumberdaya. Menurut teori Harrington Emerson dalam input biasanya 
terdiri dari 5M yaitu man, money, material, machine, method.  
Unsur masukan adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam 
sistem kebijakan dan diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem. Input kebijakan 
juga dapat dikategorikan dalam 7M + 1I diantaranya man (ketenagaan), money 
(dana/biaya), material (bahan, sarana dan prasarana), machine (mesin, 
peralatan/teknologi) untuk mengubah masukan menjadi keluaran, method 
(metode), market dan marketing (pasar dan pemasaran), minute/time (waktu), dan 
information (informasi). 
b. Procces (Proses) 
Unsur proses adalah semua kumpulan bagian atau elemen yang terdapat 
dalam sistem yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang 
direncanakan sebagaimana di sebutkan dalam teori George R. Terry (1976) 
dikenal dengan singkatan POAC, yakni: 
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1) Perencanaan (Planning) 
2) Pengorganisasian (Organizing) 
3) Pergerakan (Actuating) 
4) Pengawasan (Controlling) 
c. Output (Keluaran) 
Keluaran adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari 
berlangsungnya proses dalam sistem. Keluaran juga merupakan hasil dari proses 
yang dilaksanan yang tidak terlepas dari input selaku bahan baku organisasi. 
E. Tinjauan Perencanaan (Planning) 
1. Pengertian Perencanaan (Planning) 
Perencanaan (planning) merupakan suaru rangkaian atau proses untuk 
menentukan tujuan suatu organisasi lalu memilih strategi, metode dan anggaran 
yang digunakan dalam jangka waktu tertentu serta tolak ukur keberhasilan untuk 
mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan 
fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan 
masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu 
yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (George R.T., 1975). 
Perencanaan (planning) adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, 
strategi, metode, anggaran dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan 
(Nawawi, 2003).  
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses 
atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah 
satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah 
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organisasi. Dilanjutkan dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi 
dan metode tersebut diiringi dengan memilih dan menetapkan tolak ukur untuk 
menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan 
mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. 
Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi 
(perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-
strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi 
(tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh 
(Erly Suandy, 2001). 
Risiko yang akan ditanggung oleh suatu organisasi di masa depan dapat 
diminimalisir melalui perencanaan. Perancanaan merupakan masalah memilih, 
artinya memilih tujuan dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari 
beberapa alternatif yang ada. Jadi dapat pula dikatakan bahwa perencanaan 
(planning) merupakan kumpulan dari beberapa keputusan mencakup sasaran 
organisasi, menetapkan strategi dalam mencapai sasaran tersebut serta menyusun 
serangkaian rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan 
organisasi.  
2. Tujuan Perencanaan (Planning) 
Adapun tujuan dari perencanaan (planning) menurut Stephen Robbins dan 
Mary Coulter, antara lain: 
a. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan 
nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus 
mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus 
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dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan 
individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga 
kerja organisasi kurang efisien. 
b. Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, 
ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, 
memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk 
menghadapinya. 
c. Untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, 
karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, 
dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus 
hal-hal yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam perusahaan.  
d. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi 
selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevalusasian. Proses 
pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan 
kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai 
kinerja perusahaan. 
 Dalam membuat suatu perencanaan ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan yaitu Spesific, Measurable, Achiveable, Realistic, dan Time yang 
biasa di singkat SMART. 
a. Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, 
tidak terlalu melebar dan idealis. 
b. Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat 
keberhasilannya. 
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c. Achievable artinya dapat dicapai, jadi bukan hanya sebuah khayalan. 
d. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang  ada, tidak 
terlalu mudah dan tidak terlalu sulit akan tetapi tetap ada tantangan. 
e. Time artinya ada batas waktu yang jelas baik mingguan, bulanan, triwulan, 
semesteran atau tahunan sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. 
 Adapun fungsi perencanaan (planning) yaitu suatu proses merumuskan 
masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritasnya, 
menetapkan tujuan, sasaran, dan target kinerja puskesmas, merencanakan 
kebutuhan sumber daya serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan 
program puskesmas dalam mencapai tujuan puskesmas (M. Fais Satrianegara, 
2014). 
F. Tinjauan Pengorganisasian (Organizing) 
1. Pengertian Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian (organizing) adalah suatu proses penentuan dan 
pengelompokan SDM yang tepat serta penyusunan beberapa kegiatan untuk 
mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah 
tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-
orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisisen dan dengan demikian 
memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 
kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.  
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Pengorganisasian (organizing) berasal dari kata organize yang berarti 
menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, 
sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap 
keseluruhannya.  
Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian 
merupa-kan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan 
organisasi me-rupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat 
diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan 
tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan 
departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.  
2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) 
Terdapat empat bagian penting dalam fungsi pengorganisasian (organizing), 
yaitu: 
a. Staffing, adalah suatu kegiatan yang melakukan pembagian kelompok-
kelompok kerja menurut jenisnya beserta pengisisan orang-orang yang sesuai 
dengan keahliannya. 
b. Delegation of Authority, yaitu pendelegasian wewenang dari seorang atasan 
kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi maupun kepada 
kedudukan atau kemampuan bawahan. 
c. Departementasi, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk 
kemudian dipisahkan dengan kegiatan yang lainnya dimana diantara 
pengelompokan kegiatan tersebut tetap terjalin koordinasi dalam bekerja sama. 
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d. Personalia, kepegawaian ini sangat penting dalam hubungannya dengan para 
bawahan, baik hubungan yang bersifat formal (sesuai dengan struktur 
organisasi) maupun informal (timbul karena kebutuhan sosialisasi diri 
anggota). 
G. Tinjauan Penggerakan (Actuating) 
1. Pengertian Penggerakan (Actuating) 
Penggerakan (actuating) adalah pelaksanaan dari hasil perencanaan yang 
telah putuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry 
(1986) penggerakan (actuating) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota 
kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk 
mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut 
oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.  
Berarti bahwa suatu usaha dalam menggerakkan seluruh orang yang terkait 
untuk bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang/tugas 
masing-masing dengan cara yang terbaik demi tercapainya tujuan dan sasaran 
organisasi. 
Penggerakan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan 
perencanaan (planning) menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan 
dari pengorganisasian (organizing) agar SDM melaksanakan tugas secara optimal 
sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. 
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2. Fungsi Penggerakan (Actuating) 
Fungsi penggerakan (actuating) lebih menekankan pada kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan 
pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan 
seluruh potensi sumber daya manusia dan nonmanusia pada pelaksanaan tugas. 
Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, 
misi dan program kerja organisasi.  
Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian 
dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program 
kerja organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Winanti (2009) fungsi actuating 
antara lain: 
a. Mengembangkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan 
sebaik-baiknya. 
b. Pemberian komando, memberi perintah, instruksi, direktif, meminta laporan 
dan pertanggungjawaban, memberi teguran dan pujian. 
c. Mengadakan pengamatan atas pekerjaan dan aktivitas bawahan langsung. 
d. Pemeliharaan moral dan disiplin, mendidik serta memberi contoh kepada 
bawahan tentang apa yang baik dan patut dilaksanakan, menjaga ketertiban, 
kesopanan dan kerukunan. 
e. Komunikasi, berbicara dengan bawahan, memberi penjelasan dan penerangan, 
memberikan isyarat, meminta keterangan, memberikan nota, mengadakan 
pertemuan, rapat briefing, pelajaran, wejangan dan sebagainya. 
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f. Human Relation, memperhatikan nasib bawahan sebagai manusia dan selalu 
ada keseimbangan antara kepentingan pribadi pegawai, mengembangkan 
kegembiraan dan semangat kerja yang sebaik-baiknya dan kepentingan umum 
organisasi. 
g. Leadership, menunjukkan dan membuat bawahan merasa bahwa mereka 
dilindungi dan dibimbing, bahwa mereka mempunyai seorang sumber 
pimpinan dan penerangan dalam menghadapi kesulitan dan masalah pekerjaan 
maupun pribadi keluarga (inti penggerakan). 
h. Pengembangan eksekutif, berusaha agar setiap bawahan dapat mengambil 
keputusan sendiri yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan/tugas masing-
masing, agar setiap bawahan terbuka dan atas prakarsa sendiri selalu berusaha 
untuk menekan biaya, memperkuat disiplin, meningkatkan mutu kerja dan 
sebagainya. 
H. Tinjauan Pengawasan (Controlling) 
1. Pengertian Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan (controlling) merupakan pemantauan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut George R. 
Terry pengendalian (controlling) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa 
yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu 
pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-
perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 
standar. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah “Pengawasan” 
berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti 
melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali 
memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. 
Pengawasan yang dilakukan bermaksud untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat 
guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini 
kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.  
2. Tujuan Pengawasan (Controlling) 
Pada prinsipnya pengawasan (controlling) itu sangat penting dalam 
pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:  
a. Mengetahui lancar tidaknya pekerjaan tersebut sesuai yang telah direncanakan.  
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-
kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan 
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau 
timbulnya kesalahan baru.  
c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai 
dengan rencana atau terarah pada pasaran.  
d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan semula.  
e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan 
perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.  
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Pengawasan (controlling) akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan 
maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil 
pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana 
kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk 
mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebai 
pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.  
I. Tinjauan Evaluasi (Evaluating) 
1. Pengertian Evaluasi (Evaluating) 
Evaluasi (evaluating) adalah penilaian, pengukuran dan pembandingan hasil 
yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi (evaluating) adalah suatu penilaian dimana 
penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada 
orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih 
rendah keahliannya.  
Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, 
memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar 
jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat 
kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan 
kesempatan demi keberhasilan program. 
Dengan demikian, misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau 
penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Jika dilihat dari 
pentahapannya, evaluasi (evaluating) terbagi atas tiga jenis, yaitu: 
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a. Evaluasi tahap perencanaan. Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap 
perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap 
berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang 
ditetapkan sebelumnya. 
b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan 
yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan 
dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut 
penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk 
mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut 
direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring 
bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa 
rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi 
melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan 
tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan 
memecahkan masalah yang akan dipecahkan. 
c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Dalam hal ini konsep pada tahap 
pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan 
yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi 
hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang 
dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tesebut sesuai dengan tujuan yang akan 
atau ingin dicapai (Suharto, 2006). 
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2. Fungsi Evaluasi (Evaluating) 
Dalam pelaksanaan evaluasi (evaluating)  memiliki tiga fungsi utama dalam 
analisis kebijakan, yaitu: 
a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja 
kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah 
dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan 
seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. 
b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai 
yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan 
mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. 
c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan 
lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang 
tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada 
perumusan ulang masalah kebijakan (Wahab, 2002). 
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J. Kerangka Teori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.0 Kerangka Konseptual Gambaran Penatalaksanaan Program KB 
Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Balai KB Kecamatan Ujung 
Pandang Kota Makassar Tahun 2017. 
Keterangan:  
 = Variabel Tidak Diteliti 
 = Variabel Independen 
 = Variabel Dependen 
 
INPUT 
 
PROSES 
 
1. Men (SDM) 
2. Material (Sarana dan 
Prasarana) 
3. Money (Dana) 
4. Method (Metode) 
5. Marketing (Pemasaran) 
Sumber: Abdulsyani, 1987 
1. Planning (Perencanaan) 
2. Organizing 
(Pengorganisasian) 
3. Actuating (Pergerakan) 
4. Controlling 
(Pengawasan) 
5. Evaluating (Evaluasi) 
Sumber: Modifikasi Teori 
George R. Terry 
OUTPUT 
Peningkatan jumlah 
akseptor MKJP di Balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang 
Kota Makassar tahun 2017. 
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K. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Modifikasi Teori George R. Terry 
 
 
Keterangan: 
 = Variabel Independen 
 = Variabel Dependen 
 
Planning (Perencanaan) 
Organizing 
(Pengorganisasian) 
 
Actuating (Pergerakan) 
Controlling (Pengawasan) 
Evaluating (Evaluasi) 
Peningkatan 
akseptor MKJP di 
Balai KB 
Kecamatan Ujung 
Pandang. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 
suatu data yang mengandung makna (Sugiono, 2011). Metode kualitatif adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci yang tidak berusaha untuk 
mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dimana peneliti berusaha 
menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara khusus pada 
lokasi tertentu dengan kasus tertentu (Zulfausi, 2016).  
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2017 yang meliputi 
persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data beserta evaluasi 
kegiatan penelitan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
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C. Informan Penelitian dan Metode Penentuan Informan 
Informan dalam penelitian ini yaitu kepala UPT KB Kecamatan Ujung 
Pandang, penyuluh lapangan KB, PPKBD dan Sub PPKBD. Adapun kepala 
bidang pelalayanan KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kota Makassar sebagai informan kunci. 
Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki 
hubungan dengan maksud penelitian yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiono, 
2014). 
Adapun kriteria informan yaitu: 
1. Kepala Bidang BPPKB dan Kepala UPT KB Kota Makassar 
a. Berstatus PNS. 
b. Sehat jasmani dan rohani. 
c. Bersedia di interview. 
2. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 
a. Bertugas lebih dari 3 tahun. 
b. Merupakan pekerja aktif. 
c. Berstatus PNS. 
d. Berusia 20 tahun keatas. 
e. Sehat jasmani dan rohani. 
f. Bersedia di interview. 
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3. PPKBD dan Sub PPKBD 
a. Bertugas lebih dari 3 tahun. 
b. Merupakan pekerja aktif. 
c. Berdomisili di Kecamatan Ujung Pandang. 
d. Berusia 20 tahun keatas. 
e. Sehat jasmani dan rohani. 
f. Bersedia di interview. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 
2011). Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
sumber data sebagai berikut: 
1. Data primer 
a. Wawancara mendalam (Indepth Interview) 
Pengumpulan data lebih ditekankan melalui wawancara mendalam 
(Indepth Intervew), yaitu berupa dialog secara individu menggunakan pertanyaan-
pertanyaan bebas agar informan mengutarakan pandangan, pengetahuan, perasaan 
serta sikap dan perilaku serta kebiasaan berupa pengalaman pribadi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga berencana. Hal ini dimaksudkan 
untuk membangun pemahaman bersama tentang tujuan penelitian dan materi 
penelitian. 
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b. Observasi 
Observasi suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan 
secara teliti dan melakukan pencatatan secara sistematis (Suharsimi Arikunto, 
2013). 
2. Data sekunder 
Data sekunder diperoleh dari Bidang Data dan Informasi di Dinas 
Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar Tahun 2016. 
E. Instrumen Penelitian 
Peneliti merupakan salah satu instrumen dalam penelitian ini. Untuk 
memperoleh fakta-fakta di lapangan, peneliti melengkapi diri dengan pedoman 
wawancara, catatan lapangan, alat perekam dan kamera. 
Kata “alat” biasa disebut juga dengan istilah “instrumen”. Pengertian alat 
adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam 
melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Suharsimi 
Arikunto, 2013).  
Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah satu-satunya instrumen, akan 
tetapi setelah penelitian berjalan terkadang peneliti menggunakan beberapa alat 
perekam seperti kamera. Dalam penelitian ini instrumen utama adalah peneliti itu 
sendiri, namun dalam penelitiannya nanti menggunakan alat bantu seperti kamera, 
dan tape recorder, dan membuat alat bantu berupa pedoman observasi, 
dokumentasi, dan daftar wawancara (Uhar Suharsaputra, 2014). 
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F. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan data penelitian 
yaitu melalui pendekatan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut. Teknik triangulasi 
yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya 
(Soendari, 2009). 
Mengacu kepada pengertian diatas, maka uji keabsahan ini hanya 
menggunakan satu triangulasi yaitu triangulasi sumber data. Model triangulasi 
yang dilakukan ialah dengan cara membandingkan dan mengecek balik (cross 
check) derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, antara informan yang 
satu dengan informan yang lain, termasuk perbandingan data hasil wawancara 
dengan isi dokumen yang berkaitan.  
Dengan model triangulasi, pengujian kreadibilitas atau kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam 
penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara peneliti membaca keseluruhan hasil 
penelitian secara cermat, sehingga diketahui kesalahan dan kekurangannya. Serta 
dengan model ini peneliti dapat memperbanyak referensi yang dapat mengoreksi 
dan menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal 
dari penelitian orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian 
seperti rekaman wawancara, maupun catatan-catatan harian di lapangan. Sehingga 
dapat dipertanggung jawabkan melalui deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang objek apa yang diteliti (Soendari, 2009). 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model 
interaktif Miles & Huberman (Sugiyono, 2015:334-343), yang meliputi “data 
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification”. 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang telah dikumpulkan 
dari lapangan. Data dari wawancara semua informan dikelompokan sesuai 
pertanyaan wawancara yang sama. Setelah disimpulkan garis besar hasil 
wawancara lalu dikelompokan dengan hasil observasi, dan studi dokumentasi 
yang berkaitan. Setelah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 
dikumpulkan untuk saling mendukung dan memperkuat pernyataan-pernyataan 
yang ada, kemudian dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi maka data dikelompokan berdasarkan pokok 
permasalahan sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dan 
mudah dipahami. Data yang telah dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian 
selanjutnya dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai rumusan masalah penelitian, 
yaitu perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
3. Conclusion Drawing/Verification 
Setelah display data, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data 
yang telah dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil 
penelitian. Pemaparan hasil penelitian disertai bukti-bukti lapangan dari 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di 
Kota Makassar yang berbatasan di sebelah barat dengan Selat Makassar, di 
sebelah timur dengan Kecamatan Makassar dan Gowa, di sebelah utara dengan 
Kecamatan Wajo dan di sebelah selatan Kecamatan Mariso. 
Sebanyak 4 kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah 
pantai termasuk Pulau Lae-lae yang terletak beberapa mil dari Pantai Losari dan 6 
kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian 
dibawah 102 mil dari permukaan laut. 
Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan 
berkisar 0-2 km (Kelurahan Lae-lae adalah kelurahan yang harus di jangkau 
dengan sarana transportasi laut). 
2. Luas Wilayah 
Kecamatan Ujung Padang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 
2,63 km2. Dari luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa Kelurahan 
Sawerigading memiliki wilayah terluas yaitu 0,41 km2, terluas kedua adalah 
Kelurahan Mangkura dengan luas wilayah 0,37 km2, sedangkan yang paling kecil 
luas wilayahnya adala Kelurahan Pisang Selatan yaitu 0,18 km2. 
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B. Pemerintahan 
1. Aparat Pemerintah 
Kegiatan pemerintah di Kecamatan Ujung Pandang dilaksanakan oleh 
sebanyak 83 orang aparat/pegawai negeri, berasal dari berbagai dinas/instansi 
pemerintah, terdiri atas 26 orang laki-laki dan 57 orang perempuan. 
2. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan 
Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di 
Kecamatan Ujung Pandang dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat 
menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi Pemuda dan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Ujung Pandang 
masing-masing terdapat 1 unit di setiap kelurahan. Kecamatan Ujung Pandang 
terdiri dari 139 RT dan 37 RW. 
Tabel 1.1 
Banyaknya RT dan RW di Kecamatan Ujung Pandang 
Tahun 2014 
No. Desa/Kelurahan RT RW 
1. Lae-Lae 10 3 
2. Losari 14 3 
3. Mangkura 8 3 
4. Pisang Selatan 16 4 
5. Lajangiru 20 4 
6. Sawerigading 11 3 
7. Maloku 17 4 
8. Bulogading 14 4 
9. Baru 8 3 
10. Pisang Utara 21 6 
Kecamatan 139 37 
Sumber: Kantor Camat Ujung Pandang 
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C. Penduduk 
1. Jumlah Penduduk 
Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 jumlah penduduk Kecamatan Ujung 
Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) 
tahun 2010 di Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 26.904 jiwa, kemudian pada 
tahun 2014 sebanyak 29.339 jiwa. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 
13.849 jiwa dan perempuan sekitar 15.490 jiwa. Dengan demikian rasio jenis 
kelamin adalah sekitar 89,40 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk 
perempuan terdapat sekitar 89 orang penduduk laki-laki. 
Kelompok umur 35-39 tahun tercatat mempunyai populasi sebanyak yaitu 
3.383 jiwa, menyusul umur 20-24 tahun sebesar 3.283 jiwa, sedangkan kelompok 
umur 65+ tahun hanya 1.497 jiwa. 
Tabel 1.2 
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk 
Menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang 
Tahun 2014 
No. Desa/Kelurahan Luas (Km2) 
Rumah 
Tangga Penduduk 
1. Lae-Lae 0,22 374 1.743 
2. Losari 0,27 372 2.074 
3. Mangkura 0,37 337 1.470 
4. Pisang Selatan 0,18 854 3.976 
5. Lajangiru 0,20 1.083 6.019 
6. Sawerigading 0,41 399 1.630 
7. Maloku 0,20 591 2.478 
8. Bulogading 0,23 619 2.729 
9. Baru 0,21 437 1.583 
10. Pisang Utara 0,34 1.034 4.351 
Kecamatan 2,63 6.100 28.053 
Sumber: Kantor Camat Ujung Pandang 
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D. Sosial 
1. Pendidikan 
Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah TK di Kecamatan Ujung Pandang ada 
18 sekolah dengan 1.097 orang murid dan 136 orang guru. Pada tingkat SD, baik 
negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 29 sekolah dengan 8.972 orang murid 
dan 552 orang guru. Untuk tingkat SMP sebanyak 16 sekolah dengan 6.918 orang 
murid dan 403 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 10 sekolah 
dengan 4.581 orang murid dan 328 orang guru. Selain itu terdapat pula selolah 
menengah kejuruan (SMK) yaitu SMK Negeri 7 dengan jumlah murid 864 orang 
dan 80 orang guru. 
2. Kesehatan 
Jumlah sarana kesehatan tahun 2013 di Kecamatan ujung Pandang tercatat 3 
RS umum/khusus, 1 puskesmas, 2 pustu, 5 rumah bersalin dan 32 posyandu. 
3. Agama 
Jumlah fasilitas ibadah di Kecamatan ujung Pandang cukup memadai karena 
terdapat 19 buah Mesjid, 7 buah Langgar/Mushallah, 11 buah Gereja dan 5 
Vihara. 
E. Idustri 
Jumlah perusahaan industri di Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 2 
perusahaan industri sedang dengan jumlah teaga kerja sebanyak 62 orang. 
F. Perdagangan 
Sarana perdagangan yang terdapat di Kecamatan Ujung Pandang antara lain 
restoran/rumah makan 15 buah dan kedai makan/warung sebanyak 128 buah. 
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G. Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. Penelitian 
dilakukan pada tanggal 06 Juni – 30 September 2017. Informasi diperoleh melalui 
wawancara mendalam (indepth interview) menggunakan pedoman wawancara dan 
observasi yang dibuat dalam bentuk matriks. 
1. Karakteristik Informan  
Tabel 1.3 
Karakteristik Informan Indepth Interview 
No. Nama Informan 
Kode 
Informan 
Umur 
(tahun) 
Jenis 
Kelamin Pekerjaan Agama 
1 Haris HR 60 Laki-Laki 
Kepala 
Bidang Pel. 
KB 
Islam 
2 Muh. Ramli MR 49 Laki-Laki 
Kepala Bid. 
Data & 
Informasi 
Islam 
3 Abdul Kadir AK 41 Laki-Laki 
Data dan 
Informasi Islam 
4 Amin AM 50 Laki-Laki Kepala UPT Islam 
5 Dyah DY 56 Perempuan PLKB Islam 
6 Kurnia KR 58 Perempuan PLKB Islam 
7 Muhniah MU 56 Perempuan PLKB Islam 
8 Ratna RT 43 Perempuan Sub PPKBD Islam 
9 Hetty HT 41 Perempuan PPKBD Islam 
10 Sara SR 42 Perempuan Akseptor MOW Islam 
11 Sardiana SD 48 Perempuan Akseptor Implant Islam 
Sumber: Data Primer, 2017 
 Berdasarkan tabel 1.3 Informan melalui wawancara mendalam berjumlah 11 
orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Seluruh informan 
beragama Islam dan memiliki umur yang berbeda-beda namun memiliki rata-rata 
usia 49 tahun. PPKBD dan Sub PPKBD yang merupakan akseptor aktif keluarga 
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berencana. Pekerjaan informan berbeda-beda mulai dari kepala UPT KB 
Kecamatan Ujung Pandang, penyuluh lapangan KB, PPKBD dan sub PPKBD 
serta beberapa kepala bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana selaku informan kunci dalam penelitian ini.  
 Informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian dengan menggunakan 
teknik purposif sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan peneliti seperti berusia 20 tahun keatas, sehat jasmani dan rohani, 
berstatus PNS, lama bekerja lebih dari 3 tahun, berdomisili di wilayah kerja 
Kecamatan Ujung Pandang serta bersedia diwawancarai sampai selesai. 
2. Penatalaksanaan Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu metode 
alat kontrasepsi KB yang penggunaannya dapat bertahan dalam jangka waktu 
yang lama, mulai dari 3 tahun hingga seumur hidup diantaranya yaitu IUD, 
Implant, MOP dan MOW. 
Penatalaksanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) dapat ditinjau dari perencanaan (planning) program MKJP, 
pengorganisasian (organizing) program MKJP, pelaksanaan (actuating) program 
MKJP, pengawasan (controlling) program MKJP serta evaluasi (evaluating) 
program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
a. Perencanaan Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Perencanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 
di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang dapat ditinjau dari hasil wawancara yang 
telah dilakukan peneliti melalui wawancara mendalam (indepth interview) 
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terhadap seluruh informan di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang sebagai 
berikut: 
“Perencanaan dibuat dalam bentuk buku visum yang terdiri atas kegiatan 
yang akan dilakukan selama jangka waktu tertentu, lokasi dan waktu serta 
sasaran dan hasil yang telah dicapai.” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Salah satu penyuluh lapangan KB mengatakan bahwa perencanaan di Balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang disusun dalam sebuah buku visum. Buku visum terdiri 
atas beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi dan waktu pelaksanaan 
kegiatan, serta sasaran dan hasil yang akan diperoleh setelah melaksanakan 
kegiatan tersebut dalam jangka waktu tertentu. 
 “Perencanaan di Balai KB dilakukan setiap hari senin dan dibuat oleh setiap 
PLKB pada kegiatan staf meeting”. 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
 “Perencanaan Balai KB di bahas saat rapat koordinasi setiap awal minggu.” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
Beberapa penyuluh lapangan KB menginformasikan waktu pelaksanaan 
perencanaan di balai KB Kecamatan Ujung Pandang dilaksanakan dalam rapat 
koordinasi setiap hari senin. Perencanaan dikenal dengan istilah staf meeting, 
perencanaan disusun oleh setiap penyuluh lapangan KB yang ada di Kecamatan 
Ujung Pandang. 
Pernyataan dari seluruh penyuluh lapangan KB di Balai KB Kecamatan Ujung 
Pandang di atas sejalan dengan hasil wawancara mendalam (indepth interview) 
yang dilakukan peneliti terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang sebagai 
berikut: 
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“Perencanaan berawal dari data/target yang diberikan oleh DPPKB Kota 
Makassar dan menyusun beberapa proker dalam kegiatan staf meeting demi 
tercapainya target keikutsertaan akseptor MKJP di seluruh kelurahan di 
Kecamatan Ujung Pandang.” 
(AM, 60 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Perencanaan berasal dari data yang diberikan oleh Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar berupa target yang harus di 
capai oleh Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. Perencanaan dikenal dengan 
istilah staf meeting yang merupakan beberapa program kegiatan yang akan 
dilakukan demi tercapainya target yang diberikan tersebut. 
Pernyataan kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang dibenarkan oleh salah satu 
informan kunci di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar melalui 
wawancara mendalam sebagai berikut: 
“Perencanaan disusun dalam dokumen renstra dan renja selama satu tahun 
dengan tiga pertimbangan yaitu hasil murenbang, pencapaian tahun lalu dan 
PUS yang tersisa. Perencanaan memuat target yang seharunya dicapai oleh 
setiap kecamatan di Kota Makassar.” 
(ZL, 28 Tahun, Staf Perencanaan, 11 Juni 2017) 
Perencanaan di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar disusun 
dalam dokumen renstra (rencana strategis) yaitu perencanaan jangka panjang 
selama 5 tahun dan dokumen renja (rencana kerja) yaitu perencanaan jangka 
pendek selama 1 tahun melalui tiga pertimbangan yaitu hasil dari 
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), hasil pencapaian 
target tahun lalu dan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang tersisa. 
Perencanaan berupa target tersebut diserahkan kepada setiap balai KB di seluruh 
kecamatan yang ada di Kota Makassar termasuk Kecamatan Ujung Pandang. 
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b. Pengorganisasian Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Kepala UPT KB Kecamatan Ujung Pandang memiliki 4 PLKB (Penyuluh 
Lapangan KB) berstatus PNS dan seorang PLKB non PNS yang memiliki 
tanggung jawab untuk menyusun beberapa program kegiatan yang akan dilakukan 
untuk mengajak PUS (Pasangan Usia Subur) untuk menggunakan salah satu 
program KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di seluruh kelurahan 
Kecamatan Ujung Pandang. 
Pengorganisasian program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjnag 
(MKJP) yang dilakukan dapat ditinjau dari hasil wawancara yang dilakuakn 
secara mendalam sebagai berikut (indepth interview) sebagai berikut: 
“Tugas saya selaku penyuluh KB adalah memotivasi masyarakat, melakukan 
pencatatan dan pelaporan serta merekap beberapa pendataan. Pendataan 
dilakukan oleh para kader yaitu PPKBD dan Sub PPKBD.” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Penyuluh lapangan KB memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memotivasi 
masyarakat (pasangan usia subur) di Kecamatan Ujung Pandang untuk 
menggunakan salah satu alat kontrasepsi jangka panjang. Penyuluh lapangan KB 
juga melakukan pencatatan dan pelaporan serta merekap beberapa pendataan yang 
dilakukan oleh kader KB yaitu PPKBD dan Sub PPKBD. 
“Saya melakukan penyuluhan massal setiap hari kamis di posyandu yang 
dibantu oleh beberapa kader.” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
Penyuluh lapangan KB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai penyuluh dibantu oleh beberapa kader KB yaitu PPKBD dan Sub 
PPKBD. Salah satu tugas penyuluh KB adalah melakukan penyuluhan setiap 
bulan saat pelaksanaan kegiatan posyandu. 
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“Tugas PLKB adalah melakukan pembinaan terhadap kader, akseptor baru 
dan lama, mencari akseptor MKJP, membuat pendataan dan pemetaan serta 
melakukan koordinasi terhadap tokoh masyarakat yang dibantu oleh kader.” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
Penyuluh lapangan KB menambahkan bahwa tugas dan tanggung jawab 
seorang penyuluh adalah melakukan pembinaan terhadap kader KB yaitu PPKBD 
dan Sub PPKBD, pembinaan terhadap akseptor baru dan lama, mencari pasangan 
usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, membuat 
pendataan dan pemetaan serta melakukan koordinasi terhadap tokoh masyarakat 
agar mendukung kegiatan program KB melalui metode kontrasepsi jangka 
panjang (MKJP). Pelaksanaan kegiatan penyuluh KB di lapangan selalu dibantu 
oleh kader KB. 
Pernyataan dari seluruh penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung Pandang 
ditambahkan oleh penyataan dari beberapa kader KB dalam hasil wawancara yang 
dilakukan secara mendalam (indepth interview) sebagai berikut: 
“Saya melakukan penyuluhan, KIE, pendataan, pemetaan, mengantar calon 
akseptor ke PKM,  PLKB saya sangat aktif rutin datang saat kegiatan di 
posyandu melakukan kunjungan rumah dan melakukan pembinaan, saya 
selaku PPKBD sebagai koordinator seluruh Sub PPKBD di kelurahan ini dan 
melaporkannya ke PLKB.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
Kader KB merupakan penyuluh KB yang melakukan penyuluhan beripa KIE 
terkait program KB khususnya melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) di Kecamatan Ujung Pandang. Tugasnya sebagai PPKBD atau pembantu 
penyuluh KB daerah di lapangan adalah melakukan pendataan dan pemetaan serta 
mengantar pasanagn usia subur yang ingin menggunakan salah satu alat 
kontrasepsi jangka panjang ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat.  
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Kader KB menegaskan bahwa penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung 
Pandang sangat aktif dan rutin datang ke lapangan untuk melakukan pembinaan, 
kunjungan ke setiap rumah dan penyuluhan setiap bulan di posyandu. PPKBD 
memiliki tugas khusus untuk mengkoordinir seluruh Sub PPKBD di suatu 
kelurahan untuk disampaikan ke penyuluh lapangan KB. 
“Tugas saya melakukan sosialisasi, membuat denah, melakukan pendataan 
PUS di setiap rumah dan membuat salinan hasil pendataannya untuk PPKBD 
serta menemani masyarakat yang ingin menggunakan alkon ke tempat 
pelayanan.” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Sub PPKBD merupakan bagian dari PPKBD yang merupakan kader KB 
Kecamatan Ujung Pandang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 
melakukan sosialisasi terhadap PUS, membuat denah atau pemetaan, melakukan 
pendataan pasangan usia subur serta membuat salinan hasil pendataan untuk 
PPKBD agar dilaporkan ke penyuluh lapangan KB. Sub PPKBD juga selaku 
kader KB dapat menemani pasangan usia subur yang ingin menggunakan salah 
satu alat kontrasepsi jangka panjang ke tempat pelayanan. 
Pernyataan dari seluruh penyuluh lapangan KB dan kader KB Kecamatan 
Ujung Pandang telah sesuai dengan hasil wawancara mendalam (indepth 
interview) yang dilakukan terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang 
sebagai berikut: 
“PLKB diberi tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi baik di posyandu  
maupun saat melakukan kunjungan di rumah warga serta menemani calon 
akseptor hingga ke tempat pelayanan. Kader KB berfungsi untuk membantu 
PLKB dalam melaksanakan tugasnya.” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
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Penyuluh lapangan KB memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi 
pada saat dilaksanakannya posyandu di setiap kelurahan dan juga pada saat 
melakukan kunjungan disetiap rumah warga di Kecamatan Ujung Pandang serta 
menemani PUS ke tempat pelayanan KB MKJP hingga pelayanan selesai. Seluruh 
program pelayanan KB MKJP yang dilakukan oleh penyuluh lapangan KB di 
bantu oleh kader KB yaitu PPKBD dan Sub PPKBD.  
Pernyataan kepala UPT KB Kecamatan Ujung Pandang didukung oleh 
pernyataan dari informan kunci yaitu kepala bidang pelayanan KB Kota Makassar 
dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) sebagai berikut: 
“PLKB memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, merekap hasil pendataan 
dan membuat beberapa laporan dan kader bertugas untuk membantu PLKB 
dalam menjalankan tugasnya.” 
 (HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pel. KB Kota Makassar, 6 Juni 2017) 
Penyuluh lapangan KB memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap 
pasangan usia subur di Kecamatan Ujung Pandang kemudian merekap dan 
membuat laporan seluruh hasil pendataan yang dilakukan oleh seluruh kader KB 
sedangkan kader KB memiliki tugas untuk membantu penyuluh lapangan KB 
dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Seluruh kader KB merupakan tenaga 
sukarela namun tetap menerima insentif dari pemerintah Kota makassar.  Hal ini 
dapat ditinjau dari hasil indepth interview terhadap beberapa informan penyuluh 
lapangan dan kader KB sebagai berikut: 
“Kader menerima insentif setiap triwulan.” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
“Kader menerima insentif tiga bulan sekali (pertriwulan) dalam rapat 
koordinasi seluruh kader di balai KB.” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
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Beberapa penyuluh lapangan KB mengatakan bahwa kader KB baik PPKBD 
maupun Sub PPKBD memperoleh insentif setiap tiga bulan sekali (triwulan) 
dalam rapat koordinasi di balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
 “Kader mendapatkan insentif setiap bulan namun dapat diterima setiap 
triwulan.” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
Pernyataan dari seluruh penyuluh lapangan KB telah dibenarkan oleh 
penyataan dari hasil wawancara mendalam terhadap kader KB yaitu PPKBD dan 
Sub PPKBD sebagai berikut: 
“Saya adalah tenaga sukarela namun saya tetap diberi insentif setiap 
triwulan.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
 “Biasanya pada saat rapat koordinasi tiga bulan sekali di Balai KB saya 
menerima insentif.” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Dalam membantu penyuluh lapangan KB untuk menjalankan tugasnya, kader 
KB bukanlah tenaga tetap namun dapat menerima insentif setiap tiga bulan sekali. 
Hal ini dapat pula di tinjau dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan 
terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut: 
“PPKBD dan Sub PPKBD diberi insentif setiap triwulan dari pemerintah 
daerah.” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari informan kunci yaitu kepala 
bidang pelayanan KB Kota Makassar dari hasil wawancara secara mendalam 
(indepth interview sebagai berikut: 
“Kader menerima insentif setiap triwulan.” 
 (HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pel. KB Kota Makassar, 6 Juni 2017) 
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PPKBD dan Sub PPKBD disebut dengan kader KB bekerja sama dengan 
penyuluh KB untuk mencari akseptor disetiap kelurahan yang ada di Kecamatan 
Ujung Pandang. Kader KB selaku tenaga yang membantu penyuluh lapangan KB 
di Kecamatan Ujung Pandang akan menerima insentif setiap tiga bulan sekali.  
Ujung tombak dari pelayanan KB khususnya penyuluh lapangan KB dan juga 
tenaga kader KB yang membantu. Dalam menjalankan tugasnya baik penyuluh 
lapangan KB maupun kader KB sering mengikuti pelatihan guna meningkatkan 
pengetahuan yang akan mereka sosialisasikan di masyarakat Kecamatan Ujung 
Pandang. Hal ini dapat ditinjau dari hasil wawancara mendalam (indepth 
interview) yang dilakukan terhadap beberapa informan penyuluh lapangan dan 
kader KB sebagai berikut: 
“Saya sering mengikuti pelatihan bukan hanya terkait pelayanan MKJP tetapi 
juga masalah POKJA (kelompok kerja), KIE dan masih banyak lagi.” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Salah satu penyuluh lapangan KB menyebutkan bahwa pelatihan terkait 
program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tidak hanya 
membahas mengenai alat kontrasepsi jangka panjang tetapi secara umum 
diantaranya adalah pembinaan kelompok kerja, KIE (komunikasi, informasi dan 
edukasi), dan sebagainya. 
“Saya biasa mengikuti pelatihan.” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
“Setiap bulan saya biasa mengikuti pelatihan, begitupun kader namun 
ditempat yang berbeda.” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
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Beberapa penyuluh lapangan KB yang lain menegaskan bahwa pelatihan sering 
didapatkan untuk para penyuluh begitupun dengan kader KB yang mereka bina 
juga mendapatkan pelatihan namun tidak bersamaan dengan penyuluh lapangan 
KB. Hal ini dapat ditinjau dari hasil wawancara secara mendalam (indepth 
interview) yang dilakukan terhadap kader KB sebagai berikut: 
“Kami punya lorong KB di Pisang Selatan dan setiap bulan pelatihan dan 
pembinaan dipusatkan disini.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
“Saya sering mendapatkan pelatihan setiap bulan di kelurahan pisang selatan 
bersama teman-teman kader di kelurahan yang lain.” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Kader KB mengatakan bahwa mereka sering mendapatkan pelatihan untuk 
mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan alat kontrasepsi jangka 
panjang. Pelatihan dipusatkan di Kelurahan Pisang Selatan karena terdapat lorong 
binaan keluarga berencana (KB). 
 Pernyataan diatas dibenarkan oleh pernyataan kepala UPT KB Kecamatan 
Ujung Pandang dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan sebagai berikut: 
“Penyuluh dan kader KB sering diberikan pelatihan guna menanamkan 
pengetahuan terkait MKJP dalam melakukan sosialisasi.” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Pelatihan rutin diberikan kepada penyuluh lapangan KB serta kader KB di 
Kecamatan Ujung Pandang agar meningkatkan pengetahuan para penyuluh 
mengenai program KB khususnya melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. 
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Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan dari salah satu informan kunci 
yaitu kepala bidang pelayanan KB Kota Makassar dari hasil wawancara 
mendalam (indepth interview) yang dilakukan sebagai berikut: 
“Dalam menjalankan tugasnya, PLKB dan kader diberi pelatihan setiap 
bulan.” 
 (HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pel. KB Kota Makassar, 6 Juni 2017) 
Pelatihan sering diberikan kepada penyuluh lapangan dan kader KB melalui 
utusan di setiap kecamatan berdasarkan jumlah kuota yang tersedia. Adapun 
dalam pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) tidak dilakukan oleh penyuluh lapangan maupun kader KB namun dari 
pihak dinas kesehatan Kota Makassar. Hal ini dapat ditinjau dari hasil wawancara 
mendalam yang dilakukan terhadap beberapa penyuluh lapangan dan kader KB 
sebagai berikut: 
“Pelayanan MKJP dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan) 
sedangkan penyuluh dan kader hanya bertugas untuk mencari masyarakat 
yang ingin menggunakan alkon MKJP.” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Pelayanan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter dan bidan di 
puskesmas ataupun dirumah sakit. Penyuluh lapangan KB serta kader KB 
bertugas untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan salah satu alat 
kontrasepsi jangka panjang. 
“Pelaksana pelayanan MKJP adalah dokter dan bidan.” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
“Pelaksanaan pelayanan MKJP adalah tenaga medis yaitu dokter dan bidan 
(khusus untuk pelayanan IUD dan Implant).” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
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Seluruh penyuluh lapangan KB mengatakan bahwa hanya tenaga medis yaitu 
dokter yang dapat melakukan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka 
panjang baik IUD, Implant, MOW dan MOP sedangkan bidan hanya dapat 
melakukan pemasangan IUD dan Implant.  
“Bukan kami yang melakukan pelayanan kami kanya mengantar hingga ke 
lokasi pelayanan.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
“Yang saya ketahui, hanya dokter dan bidan di puskesmas yang memasang 
alat kontrasepsi.” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Penyuluh lapangan dan kader KB mengatakan hal yang serupa bahwa dalam 
pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan dari dinas kesehatan Kota Makassar yaitu dokter dan bidan 
bukan dari penyuluh lapangan ataupun kader KB karena mereka merupakan 
penyuluh yang memiliki tanggung jawab untuk memotivasi dan mencari pasangan 
usia subur yang ingin menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 
Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan 
terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut: 
“Dalam pelaksanaan seluruh pelayanan MKJP dilakukan oleh tenaga 
kesehatan (dokter dan bidan) sedangkan pihak KB hanya melakukan 
sosialisasi dan mengarahkan masyarakat ke tempat pelayanan tanpa ada 
paksaan.” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Seluruh pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjnag 
yaitu IUD, Implant, MOW dan MOP dilakukan oleh dokter dan bidan sedangkan 
penyuluh KB sebatas untuk melakukan sosialisasi terkait keempat alat kontrasepsi 
jangka panjang dan mengarahkan masyarakat yang ingin menggunakan alat 
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kontrasepsi ke tempat pelayanan yaitu puskesmas atau rumah sakit tanpa ada 
paksaan. Pernyataan ini didukung oleh informan kunci yaitu kepala bidang 
pelayanan KB Kota Makassar dari hasil indepth interview sebagai berikut: 
“Adapun pelaksanaan pelayanan KB MKJP dilaksanakan oleh pihak Dinas 
Kesehatan.” 
 (HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pel. KB Kota Makassar, 6 Juni 2017) 
Dapat diketahui bahwa seluruh pelaksanaan pelayanan KB melalui metode 
kontrasepsi jangka panjang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari Dinas 
Kesehatan Kota Makassar yaitu dokter dan bidan sedangkan penyuluh lapangan 
dan kader KB hanya sebatas melakukan sosialisasi dan mengarahkan atau 
menemani calon akseptor hingga ke tempat pelayanan tanpa adanya pemaksaan. 
c. Pelaksanaan Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Dari hasil keterangan informan terkait pelaksanaan program metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dapat disimpulkan bahwa program MKJP 
yang dikelola oleh DPPKB Kota Makassar mempercayakan kepada tiap-tiap balai 
KB di seluruh kecamatan Kota Makassar mendapatkan informasi yang merata 
tentang MKJP. Balai Ujung Pandang tercatat memperoleh akseptor MKJP 
tertinggi di seluruh Kecamatan Kota Makassar.  
Dalam pelaksanaan kegiatan program KB melalui metode kontrasepsi jangka 
panjnag, jika terdapat PUS yang ingin menggunakan alkon maka akseptor dapat 
menghubungi penyuluh lapangan KB untuk diberikan konseling atau penyuluhan 
terkait MKJP. Setelah itu, penyuluh lapangan KB dapat langsung mengarahkan ke 
Puskesmas, disana dokter atau bidan akan memberikan konseling akhir sebelum 
pelaksanaan pelayanan. Namun, jika akseptor berubah pikiran sebelum 
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pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang maka 
tidak akan ada paksaan untuk tetap dilayani. 
Pelaksanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang ini dapat 
dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui indepth 
interview terhadap beberapa penyuluh lapangan KB sebagai  berikut: 
“...calon akseptor dapat menghubungi kader agar disampaikan ke PLKB di 
Balai KB, jika ada pelayanan KB mobile penyuluh akan menyarankan untuk 
menunggu namun jika PUS tidak bersedia dapat langsung ke tempat 
pelayanan...” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Masyarakat yang ingin menggunakan salah satu alat kontrasepsi jangka 
panjang dapat menghubungi panyuluh KB untuk disampaikan ke penyuluh 
lapangan KB di balai KB. Penyuluh KB dapat memberi pilihan kepada calon 
akseptor yang ingin mengikuti pelayanan saat pelayanan KB mobile. 
“...kader akan memotivasi calon akseptor dan  satu minggu setelah menstruasi 
dapat melakukan pelayanan di puskesmas. Dalam pelayanan KB mobile 
penyuluh menyarankan untuk menunggu dan mencatat nama PUS kemudian 
akan diingatkan sebelum pelayanan...” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
Penyuluh KB baik PPKBD maupun Sub PPKBD melaksanakan tugasnya 
dalam memotivasi masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka 
panjang dan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan salah satu alat 
kontrasepsi jangka panjang dapat dilakukan pelayanan di puskesmas satu minggu 
setelah masa menstruasi. Jika calon akseptor bersedia menunggu pelayanan KB 
mobile penyuluh KB akan menyarankan untuk menunggu dan akan diingatkan 
jika pelayanan tiba. 
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“...calon akseptor dapat langsung ke puskesmas setelah di motivasi untuk 
melakukan beberapa pemeriksaan namun kebanyakan PUS lebih suka dilayani 
saat pelayanan KB mobile. Khusus pelayanan MOP harus berkoordinasi 
dengan dokter ahli dan menunggu jadwal yang ditentukan...” 
(MU, 56 Tahun, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
Masyarakat yang ingin menggunakan salah satu alat kontrasepsi jangka 
panjang dapat langsung ke puskesmas untuk melakukan beberapa pemeriksaan 
untuk memenuhi persyaratan kelayakan akseptor baik dipuskesmas maupun saat 
pelayanan KB mobile. Khusus pelaksanaan pelayanan MOP (Metode Operasi 
Pria) harus menunggu jadwal yang ditentukan setelah penyuluh melakukan 
koordinasi dengan dokter ahli. 
“Saya mencari akseptor MKJP dan terkadang akseptor yang datang sendiri 
maka saya arahkan ke PKM atau saya antar hingga ke tempat pelayanan dan 
jika ada pelayanan KB mobile saya diberitahu satu minggu sebelum pelayanan 
maka waktu itu saya gunakan untuk mencari akseptor.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
Penyuluh KB mengajak pasangan usia subur baik pria maupun wanita untuk 
menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang biasanya calon akseptor juga 
datang sendiri ke penyuluh KB untuk menjadi akseptor. Penyuluh KB akan 
mengantar calon akseptor ke tempat pelayanan dan menemani hingga pelayanan 
selesai. Jika pelayanan KB mobile akan dilaksanakan maka penyuluh KB akan 
diberikan waktu satu minggu sebelum pelayanan untuk mencari akseptor. 
“Saya melakukan sosialisasi MKJP tanpa ada paksaan dalam memilih alkon. 
calon akseptor dapat langsung diantar ke PKM namun jika PUS bersedia 
menunggu pelayanan KB mobile saya akan mencatat namanya dan sebelum 
pelayanan saya diingatkan kembali agar melakukan sosialisasi ulang.” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
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Sosialisasi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang dilakukan tanpa ada 
paksaan. Calon akseptor diberi pilihan untuk menunggu pelayanan KB mobile 
atau tidak menunggu dengan langsung diarahkan ke puskesmas untuk dilayani. 
Pernyataan penyuluh KB sesuai dengan hasil wawancara mendalam (indepth 
interview) yang dilakukan terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang 
sebagai berikut: 
“...setelah dimotivasi calon akseptor IUD dan Implant dapat langsung diantar 
oleh penyuluh ke PKM, disana calon akeptor akan melalui beberapa pemeriksaan 
dan melakukan konseling akhir. Khusus pelaksanaan MOP dan MOW tidak setiap 
saat pelayanannya harus menunggu dan diperiksa medis terlebih dahulu...” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Pasangan usia subur yang telah diberi motivasi dapat langsung diantar oleh 
penyuluh KB ke puskesmas untuk melakukan beberapa pemeriksaan khusus alat 
kontrasepsi jangka panjang menggunakan IUD dan Implant sedangkan MOP dan 
MOW pelayanannya terbatas harus menunggu jadwal yang telah disepakati. 
Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari informan kunci yaitu kepala 
bidang pelayanan KB Kota Makassar dari hasil wawancara secara mendalam 
(indepth interview) sebagai berikut: 
“...baik di puskesmas maupun saat pelayanan KB mobile PUS akan melalui 
beberapa pemeriksaan dan melakukan konseling akhir sebelum mengisi form 
persetujuan, jika terdapat kontraindikasi maka tenakes akan menyarankan 
alkon yang lain tanpa ada paksaan...” 
(HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pelayanan KB, 6 Juni 2017) 
Dijelaskan lebih rinci lagi bahwa pada saat pelayanan program KB melalui 
metode kontrasepsi jangka panjang akan melalui beberapa pemeriksaan dan 
melakukan konseling akhir sebelum mengisi/menandatangani lembar persetujuan. 
Jika terdapat kontraindikasi terhadap calon akseptor maka tenaga kesehatan akan 
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menyarankan alat kontrasepsi lain diluar metode kontrasepsi jangka panjnag tanpa 
ada paksaan.  
Pelaksanaan pelayanan KB melalui kontrasepsi jangka panjnag terbagi atas 
empat jenis yaitu IUD, Implant, MOP dan MOW. Pelaksanaan pelayanan alat 
kontrasepsi jangka panjang melalui IUD dan Implant di puskemas setiap saat 
dapat melayani calon akseptor, maka penyuluh lapangan atau kader KB dapat 
langsung mengantar pasangan usia subur ke tempat pelayanan. Namun 
pelaksanaan alat kontrasepsi melalui MOP dan MOW harus menunggu jadwal 
yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dan melalui pemeriksaan 
medis terlebih dahulu. 
Adapun pelaksanaan pelayanan KB Mobile atau bergerak merupakan 
pelayanan KB di Mobil Pelayanan (MUYAN) KB diadakan oleh DPPKB Kota 
Makassar. Pelayanan KB mobile ini dilaksanakan ketika banyak akseptor yang 
menunda untuk melaksanan pelayanan KB di puskesmas atau rumah sakit. 
Sebelum pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
calon akseptor diberi pilihan untuk segera melakukan pelayanan atau menunggu 
jadwal pelayanan KB mobile. 
Pelayanan KB mobile ini berawal dari banyaknya calon akseptor yang ingin 
mengikuti pelaksanaan di pelayanan KB mobile maka kepala UPT akan menyurat 
kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar untuk 
melaksanakan pelayanan KB mobile tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari hasil 
wawancara mendalam yang dilakukan terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung 
Pandang sebagai berikut: 
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“...Jika banyak calon akseptor yang bersedia mengikuti pelayanan KB mobile 
maka saya akan menyurat ke DPPKB untuk melakukan koordinasi terhadap 
Dinkes...” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Kepala UPT KB Kecamatan Ujung Pandang akan mengirim surat ke Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melakukan koordinasi 
terhadap pihak Dinas Kesehatan jika telah banyak calon akseptor yang bersedia 
mengikuti pelayanan KB mobile. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang 
diungkapkan oleh informan kunci yaitu kepala bidang pelayanan KB Kota 
Makassar dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) sebagai berikut: 
“...Setelah PLKB melakukan sosialisasi kader dapat langsung mengantar 
calon akseptor ke tempat pelayanan atau mencatat nama PUS untuk dilayani 
saat pelayanan KB mobile, pihak DPPKB Kota Makasar yang akan melakukan 
koordinasi terhadap Dinkes ketika kepala UPT telah mengirim surat...” 
(HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pelayanan KB, 6 Juni 2017) 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui kepala bidang 
pelayanan KB di Kota Makassar akan melakukan koordinasi terhadap pihak Dinas 
Kesehatan Kota Makassar untuk melakukan pelayanan KB mobile setelah 
menerima surat dari kepala UPT di kecamatan. Mengingat bahwa seluruh 
pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang di lakukan 
oleh pihak tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Dalam pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
tidak ada beban biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon akseptor. Hal ini di 
diketahui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap 
beberapa penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut: 
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“...tidak ada beban biaya untuk akseptor, bahkan pihak KB yang memberikan 
uang transpor...” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Penyuluh lapangan KB mengatakan bahwa calon akseptor yang ingin 
menggunakan salah satu alat kontrasepsi jangka panjang tidak dibebankan biaya 
bahkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan uang 
transportasi untuk akseptor dan penyuluh KB yang mengantar.  
“...biaya pelayanan digratiskan oleh pemerintah...” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
“...seluruh pelayanan KB MKJP tidak di pungut biaya kecuali melalui jalur 
mandiri...” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
Biaya pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 
semuanya digratiskan selama dalam lingkaran program pemerintah Kota 
Makassar. Pernyataan oleh seluruh penyuluh lapangan KB di atas di dukung oleh 
hasil wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan peneliti terhadap 
kader KB terkait tidak dipungutnya biaya terhadap akseptor sebagai berikut: 
“...saya diberi uang transport 50 rb setiap bawa akseptor ... seluruh pelayanan 
KB MKJP melalui pemerintah digratiskan.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
“...tidak ada biaya yang dibebankan kepada mayarakat, khusus saat pelayanan 
KB mobile kami penyuluh diberi uang transportasi...” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Kader KB menambahkan bahwa khusus pelasanaan pelayanan KB mobile 
setiap calon akseptor dan yang menemani akseptor mendapatkan biaya 
transportasi serta tidak dipungut biaya apapun terhadap seluruh pelaksanaan 
pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 
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Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan 
terhadap kepala UPT Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut: 
“...seluruh pelayanan KB MKJP digratiskan oleh pemerintah...” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
Kepala UPT KB Kecamatan Ujung Pandang menegaskan bahwa seluruh 
pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang tidak dipungut biaya 
dan dibayarkan oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini dapat ditinjau dari hasil 
wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap beberapa akseptor KB 
yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Ujung Pandang 
sebagai berikut: 
“Awalnya saya diajak dan dan disosialisasikan oleh ibu Ratna kemudian dari 
keinginan saya sendiri menggunakan implant dan saya mendapat konseling 
ulang oleh bidan saat safari KB. Efek sampingnya dari berat badan saya yang 
bertambah dan terkadang terasa nyeri” 
(SD, 48 Thn, Akseptor, 21 September 2017) 
Akseptor KB yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi jangka panjang 
membenarkan proses yang dilakukan oleh penyuluh KB dengan mendapatkan 
motivasi serta sosialisasi oleh penyuluh KB dan mendapatkan sosialisasi ulang 
oleh bidan saat pelaksanaan pelayanan KB mobile. Efek samping yang dialami 
oleh akseptor dari segi berat badan bertambah dan rasa nyeri. 
“Saya menghubungi kader untuk diarahkan ke RS dan saya menunggu satu 
minggu sebelum pelayanan pengerjaannya sekitar satu jam saya diberikan 
konseling juga oleh dokter. Efek sampingnya dua minggu sebelum haid saya 
merasa nyeri.” 
(SR, 42 Thn, Akseptor, 25 September 2017) 
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Akseptor yang lain juga menyatakan hal yang serupa bahwa mendapatkan 
konseling akhir sebelum pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi 
jangka panjang dan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan tidak di bebankan 
kepada akseptor. Hal ini juga dapat ditinjau oleh pernyataan akseptor KB melalui 
metode konrasepsi jangka panjang sebagai berikut:  
 “Tidak ada biaya yang dibebankan kepada saya begitupun saat melakukan 
kontrol ke puskesmas dan diberikan obat, saya diberikan uang transport dan 
sembako berupa minyak, indomie, susu dll. Saat pulang dari safari KB.” 
(SD, 48 Thn, Akseptor, 21 September 2017) 
“pelaksanaan MOW yang saya lakukan tidak dibebankan biaya bahkan saya 
diberi uang sebesar tiga ratus ribu rupiah.” 
(SR, 42 Thn, Akseptor, 25 September 2017) 
Tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh akseptor KB melalui metode 
kontrasepsi jangka panjang termasuk saat melakukan kontrol ke puskesmas dan 
mendapatkan obat secara gratis serta mendapatkan uang transportasi sebelum 
pulang saat pelayanan KB mobile dan mendapatkan sembako berupa minyak, 
indomie dan susu. Uang tunaipun diberikan kepada akseptor yang menggunakan 
alat kontrasepsi mantap. 
Pernyataan diatas didukung oleh informan kunci yaitu kepala bidang pelayanan 
KB Kota Makassar dari hasil indepth interview sebagai berikut: 
“...seluruh negara indonesia telah menjadi jaminan pemerintah maka tidak 
ada biaya yang dibebankan kepada akseptor baik saat pelayanan KB di 
puskesmas maupun saat pelayanan KB mobile...” 
(HR, 60 Thn, Kepala Bidang Pelayanan KB, 6 Juni 2017) 
Seluruh pelaksanaan pelayanan KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
baik pada saat pelaksanaan pelayanan KB mobile maupun pelaksanaan pelayanan 
KB di puskesmas atau rumah sakit di wilayah Kota Makassar terhadap warga 
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masyarakat Kota Makassar dibayarkan oleh pemerintah Kota Makassar. Oleh 
karena itu, seluruh warga Indonesia dalam melaksanakan pelayanan KB melalui 
metode kontrasepsi jangka panjang di bayarkan oleh setiap pemerintah daerah 
masing-masing dan tidak dipungut biaya apapun. 
d. Pengawasan Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Dari hasil keterangan informan terkait pengawasan program metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dapat disimpulkan bahwa pengawasan 
program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang yang dilakukan oleh 
pihak Dinas Penanggulangan Penduduk dan KB setiap sebulan yang dilihat adalah 
adalah beberapa laporan RR, R1 PUS, Denah wilayah PUS, F1 dan buku visum. 
Pengawasan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 
ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
indepth interview terhadap beberapa penyuluh lapangan KB sebagai berikut: 
 “Setiap bulan saya mengumpul hasil pencapaian akseptor ke DPPKB. 
Pengawasan oleh DPPKB dilakukan 4 kali dalam satu tahun.” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
“DPPKB biasa datang untuk memeriksa beberapa laporan seperti buku visum, 
RR, F1 PUS, dan sebagainya.” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
Penyuluh lapangan KB setiap bulan mengumpulkan hasil pencapaian akseptor 
yang didapatkan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar. Pihak 
dari Dinas KB Kota Makassar melakukan pengawasan 4 kali setahun untuk 
memeriksa beberapa laporan seperti buku visum, laporan RR dan F1 PUS. 
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”Pengawasan dilakukan melalui absen, rencana kerja dan komunikasi. Dari 
pihak DPPKB sering datang secara mendadak untuk memeriksa beberapa 
laporan dan mengunjungi POKTAN serta hasil pencapaian akseptor rutin saya 
laporkan ke DPPKB.” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
Pengawasan terhadap penyuluh lapangan KB dapat ditinjau melalui kehadiran, 
rencana kerja yang dibuat serta komunikasinya terhadap atasan. Adapun 
pengawasan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan KB terhadap kader KB 
dilakukan setiap hari kerja kecuali hari senin karena dilakukan staf meeting di 
balai KB Kecamatan Ujung Pandang.  
“...untuk mengetahui kinerja kader, setiap saat saya datang ke lapangan dan 
meninjau kehadiran dalam pertemuan kader  (PPKBD dan sub PPKBD) 
sebulan sekali...” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
“...jika saya turun ke lapangan...” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
Kinerja kader KB selaku pembantu penyuluh KB di lapangan dapat ditinjau di 
lokasi Kecamatan Ujung Pandang serta kehadiran seluruh PPKBD dan Sub 
PPKBD dalam pertemuan kader KB yang dipusatkan di Kelurahan Pisang 
Selatan. 
”...saya mengawasi kader setiap waktu dan  jika saya tidak ada dilapangan 
maka kader akan menelfon ketika membutuhkan sesuatu...” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
Penyuluh lapangan KB rutin mengawasi kader KB di Kecamatan Ujung 
Pandang. Jika penyuluh lapangan KB tidak sempat datang maka kader KB dapat 
menghubungi penyuluh lapangan KB melalui telfon. 
“PLKB sangat aktif dan rutin datang melakukan kunjungan setiap rumah, 
pembinaan, saat kegiatan posyandu dan melakukan penyuluhan.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
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“PLKB melakukan pengawasan kepada akseptor sebulan sekali.” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung Pandang sangat aktif dan rutin 
melakukan kunjungan kesetiap rumah untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, 
penyuluhan saat kegiatan di posyandu bersama kader KB. Pengawasan yang 
dilakukan oleh pihak Dinas Penanggulangan Penduduk dan KB juga belum sesuai 
dengan pernyataan yang peneliti dapatkan di beberapa penyuluh lapangan KB 
dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kepala UPT Kecamatan 
Ujung Pandang sebagai berikut: 
 “Pengawasan dilakukan melalui absen dan komunikasi via telfon. DPPKB  
akan memberi kabar sebelum ke balai KB untuk melakukan pengawasan tiga 
bulan sekali dengan memeriksa kehadiran dan kelengkapan laporan. Setiap 
bulan juga PLKB mengumpulkan hasil pencapaian di DPPKB.” 
 (AM, 60 Thn, Kepala UPT KB Kec. Ujung Pandang KB, 6 Juni 2017) 
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk KB 
Kota Makassar akan memberi kabar kepada kepala UPT Kecamatan Ujung 
Pandang agar menghadirkan seluruh penyuluh lapangan KB di Balai KB untuk 
memeriksa kehadiran penyuluh lapangan KB serta kelengkapan seluruh laporan 
yang dibuat untuk menyesuaikan dengan laporan yang dikumpul oleh penyuluh 
lapangan KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar. 
Pernyataan ini didukung oleh pernyataan salah satu informan kunci yaitu salah 
satu tim pengawasan di bagian Data dan Informasi Dinas Pengendalian Penduduk 
dan KB Kota Makassar dari hasil indepth interview sebagai berikut: 
“Pengawasan dilakukan untuk memeriksa beberapa laporan dan data yang 
sudah dikumpulkan oleh PLKB sekaligus melakukan pembinaan. Pemantauan 
dilakukan  tiga bulan sekali agar proses pencatatan dan pelaporan berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada.” 
 (MR, 49 Thn, Kepala Bidang Data dan Informasi, 25 September 2017) 
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Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana datang 
melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali di balai KB Kecamatan Ujung 
Pandang. Pengawasan atau monitoring dilakukan untuk meninjau beberapa 
laporan yang dibuat oleh penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung Pandang 
agar sesuai dengan laporan yang telah di kumpulkan dan proses pencatatan dan 
pelaporan berjalan dengan baik serta sesuai dengan SOP yang ada. 
e. Evaluasi Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Evaluasi program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang dapat 
ditinjau dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa 
penyuluh lapangan KB melalui indepth interview sebagai  berikut: 
“...evaluasi dilakukan pada saat staf meeting dan  hambatan yang dialami 
pada saat mencari akseptor karena tidak semua masyarakat ingin 
menggunakan alat kontrasepsi KB...” 
(DY, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
“...evaluasi ditinjau dari buku visum dalam meeting dan hingga saat ini tidak 
ada hambatan...” 
(KR, 58 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 21 Juni 2017) 
Evaluasi program KB dalam metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 
dilakukan seminggu sekali pada saat kegiatan staf meeting melalui buku visum 
terkait beberapa kegiatan yang telah selesai serta hasil yang diperoleh setelah 
melaksanakan kegiatan tersebut. Penyuluh lapangan KB merasa bahwa mencari 
pasangan usia subur yang ingin menggunakan salat satu alat kontrasepsi jangka 
panjang sulit dilakukan. 
”...evaluasi dibahas pada saat staf meeting di awal minggu. Tidak ada 
hambatan, namun akseptor yang sudah dilayani terkadang muncul efek 
samping seperti pendarahan tetapi selama dirujuk ke dokter sudah dapat 
teratasi...” 
(MU, 56 Thn, PLKB Kec. Ujung Pandang, 7 Juli 2017) 
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Penyuluh KB yang lain mengatakan hal yang serupa bahwa evaluasi dilakukan 
pada saat kegiatan staf meeting setiap hari senin. Hambatan yang dialami tidak 
ada, hanya saja efek samping yang muncul membuat kekhawatiran bagi penyuluh 
KB namun setelah dirujuk ke dokter akseptor sudah dapat diatas. 
Hambatan bukan hanya di temukan pada penyuluh lapangan KB saja tetapi 
juga ditemukan oleh kader KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat di 
setiap kelurahan Kecamatan Ujung Pandang. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa kader KB melalui 
indepth interview sebagai  berikut: 
“Hambatan yang saya alami jika mengajak PUS kesadarannya untuk 
menggunakan KB masih kurang namun sekarang sudah banyak yang 
menggunakan MKJP dan beralih dari alkon jangka pendek ke alkon jangka 
panjang.” 
(HT, 41 Thn, PPKBD, 18 Juli 2017) 
“...hambatan yang saya alami ketika mencari akseptor...” 
(RT, 43 Thn, Sub PPKBD, 7 Juli 2017) 
Dalam melakukan evaluasi telah ditemukan bahwa hambatan yang sering 
dialami oleh penyuluh lapangan dan kader KB adalah dalam hal mengajak 
pasangan usia subur untuk mengikuti program KB melalui metode kontrasepsi 
jangka panjang di Kecamatan Ujung Pandang begitupun dalam hal mengajak 
akseptor KB aktif untuk beralih menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. 
Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara mendalam peneliti terhadap kepala 
UPT Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut:  
“evaluasi dilakukan pada saat staf meeting setiap hari senin dirangkaikan 
dengan perencanaan yang akan dilakukan selama seminggu 
kedepan...hambatan yang dialami adalah pada saat mencari masyarakat yang 
bersedia menggunakan alkon MKJP.” 
(AM, 50 Thn, Kepala UPT KB Kec. Ujung Pandang, 13 Juni 2017) 
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Kepala UPT KB Kecamatan Ujung pandang juga menegaskan bahwa evaluasi 
dilakukan saat kegiatan staf meeting pada hari senin yang dirangkaikan dengan 
membahas beberapa kegiatan yang akan dilakukan serta beberapa kegiatan yang 
telah dilakukan minggu lalu. Hambatan yang dialami penyuluh lapangan KB 
adalah mencari pasangan usia subur yang ingin menggunakan salah satu alat 
kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Ujung Pandang. 
Pernyataan ini didukung dari hasil indepth interview terhadap informan kunci 
yaitu salah satu tim pengawasan di bagian Data dan Informasi Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB Kota Makassar sebagai berikut: 
“Evaluasi dilakukan bersamaan saat melakukan pemantauan dengan melihat 
hasil pencapaian akseptor perkelurahan saat ini dengan hasil yang diharapkan 
sekaligus untuk melakukan pembinaan dan umpan balik serta mencari 
hambatan-hambatan yang mungkin terjadi untuk diantasipasi.” 
(MR, 49 Thn, Kepala Bidang Data dan Infromasi, 25 September 2017) 
Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB melakukan evaluasi pada saat 
melakukan pengawasan di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang dengan 
membandingkan hasil pencapaian akeptor perkelurahan saat ini dengan hasil yang 
seharusnya di harapkan sekaligus melakukan pembinaan, umpan balik dan 
mengatisipasi hambatan di lapangan. 
“Hambatannya akseptor baru di Kecamatan Ujung Pandang memang tinggi 
karena merupakan pusat rujukan pelayanan KB Kota Makassar namun 
akseptor aktifnya belum dapat dikatakan tertinggi karena hampir sama dengan 
kelurahan yang lain.” 
(MR, 49 Thn, Kepala Bidang Data dan Infromasi, 25 September 2017) 
Hambatan penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung pandang telah 
diketahui bahwa mencari masyarakat yang ingin menggunakan salah satu alat 
kontrasepsi jangka panjang sangat sulit namun pencapaian akseptor aktif di 
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Kecamatan Ujung Pandang sangat tinggi ditinjau dari lokasi wilayahnya yang 
merupakan pusat rujukan pelayanan KB Kota Makassar dan diketahui bahwa 
akseptor aktif di Kecamatan Ujung Pandang hampir sama dengan Kecamatan 
yang lain di Kota Makassar. 
H. Pembahasan 
Pedoman manajemen pelayanan keluarga berencana (2014) mengungkapkan 
bahwa untuk mewujudkan pelayanan KB dapat terlaksana secara optimal dan 
berkualitas, harus didukung oleh manajemen yang baik. Manajemen adalah 
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan 
keluaran yang efektif dan efisien. Manajemen yang baik terdiri atas perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Seluruh kegiatan 
tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan. 
Oleh karena itu, penatalaksanaan program metode kontrasepsi jangka 
panjang (MKJP) di Kecamatan Ujung Panjang Kota Makassar dapat ditinjau dari 
segi manajemennya mulai dari perencanaan (planning) program KB melalui 
MKJP, pengorganisasian (organizing) program KB melalui MKJP, pelaksanaan 
(actuating) program KB melalui MKJP, pengawasan (controlling) program KB 
melalui MKJP serta evaluasi (evaluating) program KB melalui MKJP di Balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang. 
1. Perencanaan (Planning) Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Perencanaan (planning) merupakan langkah awal penyiapan strategi untuk 
mencapai tujuan atau sasaran organisasi yang akan dilaksanakan dalam jangka 
waktu tertentu. Komponen terpenting dalam perencaaan yaitu tujuan (apa yang 
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hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan 
waktu (kapan dan berapa lama dilaksanakan untuk mencapai tujuan). 
George R. Terry mengatakan bahwa perencanaan adalah upaya untuk 
memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi-sumsi 
mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan 
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
Perencanaan (planning) program KB melalui metode kontrasepsi jangka 
panjang (MKJP) merupakan suatu proses penentuan strategi yang efektif dan 
efisien dengan metode yang terbaik dalam jangka waktu tertentu demi tercapainya 
tujuan dalam pelaksanaan program KB melalui MKJP di Balai KB Kecamatan 
Ujung Pandang. 
Perencanaan sangatlah penting mengingat semua pelaksanaan kegiatan 
tentunya didahului oleh perencanaan yang baik agar pelaksanaan kegiatannyapun 
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah disusun secara 
bersama. Penyusunan perencanaan selalu mengacu kepada pencapaian tujuan. 
Perencanaanpun dirancang untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan 
muncul di masa depan.  
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan peneliti, perencanaan di 
balai KB Kecamatan Ujung Pandang berawal dari data Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB (DPPKB) Kota Makassar berupa target (jumlah akseptor 
MKJP) yang harus dicapai melalui pertimbangan dari hasil pencapaian akseptor 
tahun lalu, musrenbang yaitu musyawarah perencanaan pembangunan serta 
kesanggupan dalam mencapai target tersebut dengan jumlah PUS yang tersedia. 
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Gambar 1 Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Aktif 
 
Gambar 2 Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru 
Teori perencanaan menurut Sutardi Damini (1988), Soekartawi (1990) dan 
Syamsi (1994) perencanaan yang baik dapat dilihat dari kelengkapan jangka 
waktunya yaitu perencanaan jangka pendek (short-range planning) dengan jangka 
waktu 1 hingga 2 tahun dilakukan oleh manajer bawah bersifat operasional, 
perencanaan jangka menengah (intermediate planning) dengan jangka waktu 2 ≥ 
10 tahun dilakukan oleh manajer menegah bersifat taktis dan perencanaan jangka 
panjang (long-range planning) dengan jangka waktu ≥ 10 tahun dilakukan oleh 
manajer puncak bersifat strategis. 
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Dari hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB Kota Makassar memiliki perencanaan jangka panjang dalam 
bentuk dokumen renstra (rencana strategis) dan dijabarkan untuk rapat setiap 
tahun dalam rakor (rapat koordinasi) untuk menghasilkan dokumen dalam bentuk 
renja (rencana kerja) yang merupakan perencanaan jangka pendek selama satu 
tahun. Hasil dari rapat koordinasi tersebut terkait renja diserahkan kepada seluruh 
balai KB yang ada disetiap kecamatan Kota Makassar termasuk balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang. 
                     
Gambar 3 Dokumen Renstra Gambar 4 Dokumen Renja 
Kecamatan Ujung Pandang terdiri atas 10 kelurahan yaitu kelurahan Lae-
lae, kelurahan Losari, keluraha Mangkura, kelurahan pisang Selatan, kelurahan 
lajangiru, kelurahan Sawerigading, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading, 
kelurahan Baru dan kelurahan Pisang Utara. Kelurahan inilah yang menjadi 
sasaran-sasaran program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang di 
Kecamatan Ujung Pandang (BPS, 2016). 
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Perencanaan jangka panjang di tingkat UPT Kecamatan Ujung pandang 
belum ditemukan namun yang ada hanyalah perencanaan operasional. Penyusun 
perencanaan melibatkan seluruh penyuluh lapangan KB dalam forum 
musyawarah. Penyusunan program KB dilakukan dalam kegiatan yang dikenal 
dengan istilah “staf meeting”.  
Pelaksanaan kegiatan staf meeting rutin dilaksanakan setiap hari senin di 
balai KB Kecamatan Ujung Pandang untuk menyusun beberapa kegiatan agar 
memenuhi target sekaligus untuk mengingatkan penyuluh lapangan KB terkait 
beberapa strategi atau kegiatan yang akan dilakukan satu minggu yang akan 
datang dan dirangkaikan dengan melakukan evaluasi terkait kegiatan minggu lalu 
yang telah di laksanakan. 
Perencanaan dalam kegiatan staf meeting membahas laporan pendataan 
PUS, buku visum, pemetaan atau denah wilayah kerja, masalah kader baik itu 
terkait akseptor ataupun keluhan pribadi PLKB. Adapun perencanaan bulanan 
dirangkaikan dalam kegiatan staf meeting setiap awal bulan terkait kegiatan yang 
akan dilakukan selama satu bulan kedepan sekaligus melakukan evaluasi jika 
terdapat hambatan dalam kegiatan yang telah dilakukan pada bulan lalu untuk 
mencari solusi agar kegiatan yang terhambat tersebut dapat di realisasikan pada 
bulan depan.  
Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap seluruh informan, 
peneliti belum menemukan bukti adanya perencanaan jangka panjang selama satu 
satun di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang.  
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Perencanaan menjadi pondasi yang akan mengarahkan seluruh kegiatan 
terhadap tujuan organisasi. Seluruh penyusunan perencanaan mengacu kepada 
pencapaian tujuan program KB melalui MKJP yaitu bertambahnya jumlah 
akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di 
Kecamatan Ujung Pandang.  
Secara umum seluruh informan memberikan informasi tentang perencanaan 
berdasarkan pengalaman selama bekerja di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
Perencanaan Balai KB Kecamatan Ujung Pandang dimaksudkan untuk 
menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan program kerja untuk mencapai efektivitas 
maksimum dalam mencapai tujuan program KB MKJP melalui proses penentuan 
penetapan arah, tujuan, kebijakan, prosedur dan beberapa program metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang akan di laksanakan. 
George R. Terry (1986) mengatakan bahwa penyusunan perencanaan yang 
baik dan efektif akan berjalan dengan baik jika telah menjawab suatu rangkaian 
pertanyaan 5W1H, meliputi:  
1. What, menyusun beberapa kegiatan yang harus dilakukan,  
2. Where, dimana kegiatan akan dilakukan,  
3. When, kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan,  
4. How, bagaimana cara untuk melakukan kegiatan tersebut,  
5. Who, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan  
6. Why, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. 
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Perencanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) dapat ditinjau dari hasil musyawarah yang dilakukan, terdiri atas kegiatan 
rutin, kegiatan terprogram dan kegiatan penunjang. Salah satu kegiatan rutin di 
Balai KB Kecamatan Ujung Pandang adalah melakukan kunjungan posyandu 
setiap bulan didampingi oleh beberapa kader baik PPKBD ataupun Sub PPKBD 
untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). 
Dalam Pedoman Manajemen Pelayanan KB (2014) Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi adalah proses yang sangat penting dalam pelayanan KB. Pengertian 
komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung/tidak langsung melalui 
saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek.  
Dalam bidang kesehatan kita mengenal komunikasi kesehatan yaitu usaha 
sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif masyarakat, dengan 
menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi 
individu maupun komunikasi massa. Sementara informasi adalah keterangan, 
gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang 
disampaikan) dan edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang positif.  
Proses yang diberikan dalam komunikasi, informasi dan edukasi salah 
satunya adalah konseling. Konseling adalah proses pertukaran informasi dan 
interaksi positif antara klien dalam hal ini adalah masyarakat dan penyulu 
lapangan KB untuk membantu masyarakat mengenali kebutuhannya, memilih 
solusi terbaik dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang 
sedang dihadapi.  
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Pelayanan konseling KB memegang peranan yang sangat penting. Oleh 
karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan konseling KB penyuluh lapangan 
KB di Kecamatan Ujung Pandang menggunakan ABPK yaitu lembar balik Alat 
Bantu Pengambilan Keputusan agar memudahkan masyarakat untuk mengerti 
yang disampaikan oleh penyuluh KB. 
 
Gambar 5 Alat Bantu Pengambilan Keputusan 
Konseling adalah bentuk kepedulian petugas kesehatan terhadap masalah 
dan upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Konseling dari 
penyedia layanan kesehatan sangat diperlukan dalam membantu pasangan usia 
subur untuk mengambil keputusan dalam pemilihan alat kontrasepsi khususnya 
metode kontrasepsi jangka panjang sesuai kondisi dan kebutuhannya.   
Beberapa kegiatan terprogram yang dilaksanakan adalah pelaksanaan 
pelayanan KB mobile atau bergerak yang diadakan oleh SKPD KB Kota 
Makassar yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 
permintaan kepala UPT Kecamatan jika telah memiliki calon akseptor yang 
cukup.  
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Gambar 6 Pelayanan KB Mobile 
Sebelum hari pelaksanaan pelayanan KB mobile penyuluh lapangan KB 
menyampaikan kepada para kader yaitu PPKBD dan Sub PPKBD untuk 
melakukan sosialisasi ke setiap rumah warga sekaligus untuk melakukan 
pendataan ulang guna menambah akseptor diwilayah kerja masing-masing kader. 
Adapun kegiatan penunjang yang dilaksanakan yaitu melakukan 
kunjungan tokoh formal dan informal yaitu melakukan pendekatan terhadap tokoh 
masyarakat yang didampingi oleh PPKBD dan Sub PPKBD dengan harapan 
bahwa tokoh masyarakat tersebut dapat mendukung kegiatan program KB melalui 
MKJP. 
Teori perencanaan menurut Kunarjo (1993) membagi dua kategori 
perencanaan ditinjau dari arus informasinya yaitu perencanaan dari atas ke bawah 
(top down Planning) perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan 
kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan 
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bawahan hanya sebagai pelaksana saja dan perencanaan dari bawah ke atas 
(bottom up planning) adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, 
keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan 
atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan serta atasan sebagai 
fasilitator. 
 Dari hasil wawancara mendalam yang peneliti temukan diketahui bahwa 
perencanaan di tingkat pusat menggunakan bottom up planning yaitu perencanaan 
dari bawah ke atas di mana target yang akan diberikan kesetiap kecamatan yang 
ada di Kota Makassar diperoleh dari tiga sumber yaitu musrenbang atau hasil dari 
musyawarah perencanaan pembangunan, hasil pencapaian target tahun lalu dan 
sisa jumlah PUS yang ada di setiap kecamatan. Kemudian, perencanaan di balai 
KB Kecamatan Ujung Pandang  menggunakan top down planning atau 
perencanaan dari atas ke bawah dimana target atau perkiraan pencapaian 
masyarakat (PPM) di tentukan oleh tingkat atas yaitu DPPKB Kota Makassar.  
Perencanaan kegiatan program KB melalui MKJP di Balai KB Kecamatan 
Ujung Pandang mengacu pada pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, 
tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat, hasil yang akan dicapai 
setelah melaksanakan program kegiatan serta evaluasi. 
Perencanaan di balai KB Kecamatan Ujung Pandang dilakukan semaksimal 
mungkin dengan cara mengefektifkan seluruh sumber daya dalam hal ini adalah 
seluruh penyuluh lapangan KB baik PNS maupun kontrak serta seluruh PPKBD 
dan Sub PPKBD kader KB di seluruh kelurahan Kecamatan Ujung Pandang. 
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2. Pengorganisasian (Organizing) Program Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang 
Setelah melakukan perencanaan di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang, 
upaya pengorganisasian yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung 
terealisasinya program-program kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan 
yang telah disusun oleh seluruh penyuluh lapangan KB berserta kepala UPT KB 
Kecamatan Ujung Pandang dalam kegiatan staf meeting.  
Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan dan pengelompokan 
sumber daya manusia yang tepat dan sesuai dalam menjalankan program-program 
yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan program KB melalui 
metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan terhadap informan, 
diketahui bahwa Balai KB Kecamatan Ujung Pandang terdiri atas seorang pejabat 
struktural selaku kepala UPT KB Kecamatan Ujung Pandang dan 3 orang pejabat 
fungsional selaku PLKB. Setiap penyuluh lapangan KB bertanggung jawab atas 
beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang. Kepala UPT telah 
melaksanakan tugas sesuai SOP yang ada begitupun dengan penyuluh lapangan 
KB beserta para kader. 
Penyuluh KB Kecamatan Ujung Pandang yang berstatus PNS terdiri atas 3 
orang penyuluh yaitu Ibu Muhniah bertugas di Kelurahan Baru, Kelurahan Pisang 
Selatan dan Kelurahan Lajangiru kemudian Ibu Dyah bertugas di Kelurahan 
Mangkura, Kelurahan Sawerigading dan Kelurahan Pisang Utara sedangkan Ibu 
Kurnia bertugas di Kelurahan Bulo Gading, Kelurahan Lae-lae, Kelurahan 
95 
 
 
 
 
Maloku dan Kelurahan Losari. Adapun penyuluh lapangan KB yang tidak 
berstatus PNS bertugas untuk membantu penyuluh lapangan KB yang ada di Balai 
KB Kecamatan Ujung Pandang dalam menjalankan tugas. 
Penyuluh lapangan KB merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan 
program KB khususnya melalui MKJP. Penyuluh lapangan KB memiliki beberapa 
tugas dan tanggung jawab untuk melakukan beberapa kegiatan guna mendukung 
pelayanan program KB melalui MKJP agar berjalan lancar. Peran utama yang 
dilakukan oleh penyuluh lapangan dan kader KB di Kecamatan Ujung Pandang 
adalah melakukan sosialisasi terkait program KB melalui MKJP.  
Berdasarkan hasil indepth interview yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa penyuluh lapangan KB memiliki beberapa tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh yaitu melakukan pendekatan tokoh 
formal dan informal agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan KB, pendataan 
dan pemetaan PUS, pencatatan dan pelaporan serta banyak lagi di Kecamatan 
Ujung Pandang. 
Penyuluhan/KIE bersama tokoh formal dan informal dilakukan untuk 
menumbuhkan kepercayaan PUS, membentuk kelompok pelopor dan 
penumbuhan institusi masyarakat pemberian pelayanan teknis terpadu dalam hal 
ini adalah penyuluh KB. Kinerja penyuluh lapangan KB dapat ditinjau dari hasil  
pencatatan dan pelaporan yang dilakukan serta pembinaan dan evaluasi terkait 
target yang diperoleh oleh setiap penyuluh lapangan KB. 
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Dalam melakukan penyuluhan di lapangan, penyuluh lapangan KB dibantu 
oleh beberapa kader KB. Kader KB adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh 
penyuluh lapangan KB sebagai orang kepercayaan dari salah satu masyarakat 
yang berdomisili di Kecamatan Ujung Pandang yang berperan aktif untuk 
membantu menyelenggarakan program kependudukan dan keluarga berencana di 
masyarakat sesuai PP Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014. 
      
Gambar 7 PP Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 (Kader KB) 
Kader KB terbagi atas dua golongan yaitu PPKBD atau pembantu penyuluh 
keluarga berencana daerah dan Sub PPKBD yaitu bagian atau pecahan dari 
pembantu penyuluh keluarga berencana daerah. Dapat dikatakan bahwa kader KB 
juga merupakan seorang penyuluh KB di lapangan. 
PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader yang sukarela 
berperan aktif membantu penyuluh lapangan KB dalam melaksanakan/mengelola 
program KB khususnya melalui metode kontrasepsi jangka panjang di tingkat 
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kelurahan. Sedangkan Sub PPKBD adalah pembagian dari PPKBD yaitu 
seseorang atau beberapa orang kader yang sukarela berperan aktif membantu 
penyuluh KB dalam melaksanakan/mengelola program KB khususnya melalui 
metode kontrasepsi jangka panjang namun ruang lingkupnya berada dibawah satu 
tingkat PPKBD yaitu ditingkat RW. 
Dari hasil wawancara mendalam tersebut, pengertian PPKBD dan Sub 
PPKBD pada prinsipnya adalah sama. Sub PPKBD dibentuk di tingkat RW yang 
dalam melaksanakan fungsi utamanya membantu PPKBD dalam mengembangkan 
kegiatan operasional program KB khususnya melalui metode kontrasepsi jangka 
panjang ditingkat RW. Oleh karena itu, keberadaan dan posisi PPKBD dan Sub 
PPKBD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam 
melaksanakan fungsi utamanya sebagai kader KB yaitu melakukan sosialisasi.  
Program KB yang disosialisasikan oleh PPKBD dan Sub PPKBD adalah 
Program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terfokus pada 
metode kontrasepsi jangka panjang. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 
didapatkan bahwa persiapan dalam pengelolaan sumber daya manusia dilakukan 
melalui pelatihan setiap bulan kepada penyuluh lapangan dan kader KB guna 
untuk menyatukan pemahaman dan pemikiran akan materi program KB yang 
terfokuskan pada MKJP dalam memotivasi masyarakat. 
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Gambar 8 Pelatihan Kader KB 
Peran penyuluh KB dalam melakukan sosialisasi program KB melalui 
MKJP di Kecamatan Ujung Padang telah sesuai dengan peran yang disebutkan 
dalam Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan (BKKBN, 
2008) yaitu penyuluhan, penggerakan, motivator, fasilitator, katalisator dan 
teladan. 
Dalam menyampaikan gagasan tentang program KB terfokus pada MKJP. 
Hal ini ditinjau dari upaya-upaya yang dilakukan penyuluh lapangan dan kader 
KB di lapangan. Penyuluh lapangan dan kader KB di Kecamatan Ujung Pandang 
merasa penguasaan materi merupakan tuntutan dan tanggung jawab mereka 
sebagai penyuluh KB dalam melakukan sosialisasi dimasyarakat. Disisi lain 
penguasaan materi dalam penyuluhan juga berperan untuk membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap penyuluh itu sendiri.  
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Mahardika 
(2015) mengatakan kepercayaan masyarakat kepada penyuluh merupakan awal 
keberhasilan penyuluh dalam mensosialisasikan program KB. Oleh karena itu, 
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pembekalan atau pengayaan wawasan, pengetahuan dan keterampilan bagi kader 
harus dilakukan baik melalui kegiatan bimbingan teknis  atau melalui pelatihan.  
Pembekalan yang terkait dengan materi sosialisasi program KB bagi 
PPKBD dab Sub PPKBD memiliki manfaat bagi PPKBD dan Sub PPKBD 
sebagai bekal untuk disampaikan kepada masyarakat. 
Penyuluh KB Kecamatan Ujung Pandang sering mengikuti pelatihan 
terkait program KB sebagai bekal dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Hal 
ini dapat dilihat dari aktifnya pemerintah Kota Makassar dalam hal ini adalah 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta BKKBN Provinsi 
Sulawesi Selatan memberikan pelatihan setiap bulan di Kecamatan Ujung 
Pandang.  
 
Gambar 9 Pelatihan Penyuluh Lapangan KB 
Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pelatihan dapat 
meningkatkan kinerja atau produktivitas pekerja disuatu instansi salah satunya 
dalam hasil penelitian Safitri Indriyani (2015) menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan signifikan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT. Paradise Island Furniture. 
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Dengan demikian, pelatihan juga dapat meningkatkan produktivitas 
kinerja penyuluh KB dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan sosialisasi 
sehingga dapat meberikan kontribusi dan manfaat kepada pencapaian balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang dalam meningkatkan partisipasi pasangan usia subur 
baik wanita maupun pria untuk menggunakan salah satu alkon jangka panjang. 
Di samping itu, penyuluh KB dituntut agar senantiasa mendengarkan 
pendapat dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program KB khususnya 
melalui MKJP untuk mengetahui keinginan masyarakat agar mudah dalam 
melakukan sosialisasi. Mengajak, mengkoordinasikan dan meningkatkan 
partisipasi masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang dilakukan pendekatan secara 
persuasif dengan tujuan mengajak tanpa memaksa PUS baik laki-laki maupun 
perempuan agar memiliki pandangan positif tentang program KB melalui MKJP.  
Penyuluh KB membantu dan memberikan kemudahan kepada PUS untuk 
mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui program KB. Hal ini 
sejalan dengan penelitian Vita Mahardika (2015) mengungkapkan bahwa PPKBD 
dan Sub PPKBD memiliki tugas sebagai berikut: 
1) Membantu proses identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat terkait 
dengan program KB,  
2) Membantu proses pemecahan masalah program KB,  
3) Membantu proses menggali potensi masyarakat,  
4) Membantu proses penetapan tujuan,  
5) Membantu proses menyusun perencanaan,  
6) Membantu proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi program KB. 
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Penyuluh KB juga membantu masyarakat atau sasaran yang memiliki 
masalah terkait dengan program KB yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 
kader KB dengan cara menghubungkan dengan penyuluh lapangan KB atau 
kepala bidang Pelayanan KB Kota Makassar. Hal ini ditinjau dari kedekatan para 
penyuluh KB dengan kepala bidang pelayanan KB Kota Makassar.  
Penyuluh KB menjadi teladan atau panutan bagi masyarakat ditinjau dari 
sifat, keseharian, dan aktifnya penyuluh KB di tengah masyarakat untuk 
membangun kepercayaan mereka di Kecamatan Ujung Pandang terhadap ucapan 
penyuluh itu sendiri.  
Beberapa penyuluh KB di Kecamatan Ujung Pandang juga bekerja sebagai 
kader posyandu sehingga memudahkan penyuluh KB untuk melakukan sosialisasi 
terhadap pasangan usia subur. Atas jasa yang telah dilakukan oleh kader KB 
dalam menyelenggarakan program kependudukan dan keluarga berencana 
khususnya melalui MKJP, DPPKB memberikan insentif setiap bulan kepada 
penyuluh KB yang dapat diterima setiap triwulan di setiap balai KB termasuk 
Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
 
Gambar 10 Bukti Penerimaan Insentif Kader KB 
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Diketahui bahwa seluruh penyuluh KB di Kota Makassar bertugas untuk 
melakukan advokasi atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Sedangkan 
dalam seluruh pelaksanaan pelayanan KB melalui MKJP dilaksanakan oleh 
tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar sesuai PP Republik 
Indonesia No. 87 Tahun 2014. 
       
Gambar 11 PP Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 (Tenaga Kesehatan) 
Peran yang dijalankan oleh tenaga kesehatan serta seluruh penyuluh 
lapangan KB Kecamatan Ujung Pandang telah sesuai dengan pedoman kerja 
petugas lapangan keluarga berencana dan pedoman tata cara kerja PLKB/PKB 
dalam pembangunan keluarga sejahtera. 
3. Penggerakan (Actuating) Program Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang 
Penggerakan (actuating) merupakan pelaksanaan dari hasil perencanaan 
yang telah putuskan sesuai pembagian tugas sumber daya manusia dalam 
pengorganisasian untuk mencapai tujuan program KB melalui metode kontrasepsi 
jangka panjang (MKJP) di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
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Alur pelaksanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP) di Kecamatan Ujung Pandang berawal dari perencanaan beberapa 
program untuk meningkatkan jumlah pasangan usia subur dalam penggunaan alat 
kontrasepsi jangka panjang di Kecamatan Ujung Pandang dengan pengaktifan 
seluruh sumber daya manusia yang ada.  
Sasaran penyuluh KB berfokus pada seluruh pasangan usia subur yang 
terdiri atas dua kategori yaitu pasangan usia subur yang telah menggunakan alat 
kontrasepsi non MKJP (bukan metode kontrasepsi jangka panjang) dan pasangan 
usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi. 
Penyuluh lapangan dan kader KB melakukan sosialisasi berbekal dari 
pelatihan dan pembinaan yang diperoleh. Keterlibatan tokoh masyarakat atau 
orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat memperkuat kepercayaan 
pasangan usia subur terhadap program KB melalui metode kontrasepsi jangka 
panjang yang di sosialisasikan. Kepercayaan masyarakat yang sudah terbangun 
memudahkan kader KB dalam pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Ujung 
Pandang.  
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan diketahui bahwa 
pasangan usia subur yang bersedia menggunakan alat kontraspsi jangka panjang 
dapat menghubungi kader KB untuk melakukan konseling. Kader KB 
memberikan informed choice atau pilihan terkait ke empat jenis metode 
kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD, Implant, MOP dan MOW kepada calon 
akseptor sesuai kebutuhan dan keinginan PUS tanpa adanya paksaan.  
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Penyuluh lapangan atau kader KB mengantar calon akseptor mendaftarkan 
diri ke petugas kesehatan dengan menunjukkan kartu kesehatan baik di puskesmas 
maupun di rumah sakit. Khusus pelaksanaan pelayanan KB metode kontrasepsi 
jangka panjang menggunakan IUD dan Implant dapat langsung di kerjakan oleh 
dokter atau bidan yang terlatih di puskesmas ataupun di rumah sakit terdekat, 
namun pelaksanaan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang melalui 
MOP dan MOW harus menunggu jadwal yang telah ditetapkan.  
Hal ini sejalan dengan penelitian Charis Christiani dkk. (2014) menyatakan 
bahwa untuk alat kontrasepsi IUD dan Implant bisa dilakukan di Puskesmas, 
klinik pemerintah, klinik swasta, tempat prakter dokter maupun bidan, sedangkan 
untuk MOP dan MOW hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit. Pelayanan KB dan 
pemasangan alat kontrasepsi baik MKJP maupun bukan MKJP (IUD dan Implant) 
di Puskesmas biasanya dilakuakn oleh bidan sedangkan untuk MOP dan MOW 
dilakukan oleh dokter. 
Calon akseptor akan mendapatkan konseling akhir dari dokter atau bidan di 
puskesmas. Calon akseptor yang setuju akan mengisi dan menandatangi informed 
consent berupa lembar persetujuan yang diberikan. Setelah itu, calon akseptor 
akan melalui beberapa pemeriksaan fisik sebelum dilaksanakannya pelayanan. 
Jika terjadi kontraindikasi terhadap alat kontrasepsi yang ingin digunakan pada 
saat pemeriksaan fisik maka dokter atau bidan akan menyarankan alat kontrasepsi 
yang lain tanpa ada paksaan. 
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Apabila terdapat pasangan usia subur yang ingin melakukan MOP dan 
MOW dapat pula menghubungi penyuluh lapangan KB melalui kader KB terkait 
kesediaannya. Penyuluh lapangan KB akan melakukan koordinasi terhadap dokter 
ahli yang dapat melakukan operasi.  
Kesadaran masyarakat khususnya bagi pasangan usia subur di Kecamatan 
Ujung Pandang sudah tergolong cukup baik ditinjau dari lokasi wilayahnya yang 
merupakan central pelayanan KB di Kota Makassar. Keberhasilan pencapaian 
akseptor program KB melalui MKJP mencapai angka tertinggi di seluruh 
Kecamatan yang ada di Kota Makassar belum menjamin pelaksanaan seluruh 
sumber daya manusia di Balai KB sangat optimal dari hasil wawancara mendalam 
yang peneliti peroleh. 
Adapun pelaksanaan pelayanan KB mobile dari Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan pelayanan KB 
bergerak atu dikenal dengan safari KB. Pada saat calon akseptor melakukan 
konseling awal, kader KB memberi pilihan kepada calon akseptor untuk 
menunggu pelaksanaan pelayanan saat pelayanan KB mobile atau segera 
melaksanakan pelayanan KB dipuskesmas. 
Calon akseptor yang terdaftar namanya untuk menunggu pelayanan KB 
mobile diberikan kepada penyuluh lapangan KB. Kepala UPT Kecamatan Ujung 
Pandang akan mengirim surat kepada pihak DPPKB Kota Makassar untuk 
menindaklanjuti. Kepala bidang pelayanan KB dari pihak SKPD KB Kota 
Makassar akan melakukan koordinasi terhadap pihak Dinas Kesehatan untuk 
pelaksanaan pelayanan KB mobile. 
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Dinas Kesehatan Kota Makassar akan menghubungi pihak tenaga kesehatan 
terdekat dengan lokasi pelaksanaan pelayanan KB mobile untuk membantu SKPD 
KB Kota Makassar dalam melaksanakan pelayanan KB mobile. Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku SKPD KB Kota 
Makassar akan menerima feedback berupa jadwal pelaksanaan pelayanan KB 
mobile yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Kepala bidang pelayanan KB Kota Makassar akan meminta kepada kepala 
UPT untuk mengkonfirmasi tenaga kesehatan yang akan membantu pelaksanaan 
pelayanan KB mobile di puskesmas atau rumah sakit yang telah disepakati. Para 
penyuluh KB akan mengingatkan calon akseptor yang ingin mengikuti 
pelaksanaan pelayanan KB mobile. 
Pada saat pelayanan KB mobile dilaksanakan, calon akseptor berangkat ke 
lokasi pelayanan di dampingi oleh kader KB hingga pelaksanaan pelayanan 
selesai. Calon akseptor yang datang pada saat pelayanan KB mobile akan 
mendapatkan bingkisan dan biaya transportasi agar memudahkan masyarakat ke 
lokasi pelayanan.  
Penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dipengaruhi oleh 
beberapa faktor salah satunya adalah umur pasangan usia subur yang 
menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Jarak dan biaya transportasi antara 
rumah tinggal hingga ke lokasi pelayanan KB juga mempengaruhi pasangan usia 
subur untuk menggunakan alat kontrasepsi ditinjau dari banyaknya akseptor yang 
ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang melalui pelayanan KB 
mobile.  
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Pengetahuan akseptor juga mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi 
jangka panjang di Kecamatan Ujung pandang. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Rizki Hargiani (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 
pengetahuan akseptor akan mempengaruhi keikutsertaan pengguna metode 
kontrasepsi jangka panjang  dengan OR= 7,24. Dalam arti, semakin baik 
pengetahuan seseorang tentang metode kontrasepsi jangka panjang maka 7,24 kali 
kemungkinan untuk mengikuti MKJP. 
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rainy Alus 
Fienalia yang berjudul Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Penggunaan 
Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) di Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2011 menyatakan bahwa umur ibu, jumlah 
anak yang hidup, kelengkapan pelayanan KB, jarak ke tempat pelayanan KB dan 
biaya penggunaan alat kontrasepsi memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 
Calon akseptor yang tidak jadi melaksanakan pelayanan KB melalui MKJP 
tidak dapat dipaksa namun kader KB tetap mencari informasi terkait perubahan 
pikiran calon akseptor tersebut agar bisa dijadikan sebagai masukan dan evaluasi 
bagi seluruh penyuluh KB. 
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Alur pelaksanaan program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di 
Kecamatan Ujung Pandang dapat tergambar sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 Alur Pelaksanaan Program KB Melalui Metode Kontrasepsi jangka Panjang 
Kota Makassar 
BKKBN Prov. 
Sulawesi Selatan 
Dinas Pengendalian 
Penduduk & KB 
Kota Makassar 
UPT Ujung Pandang 
PLKB Ujung 
Pandang 
PKB Ujung 
Pandang 
PPKBD Sub PPKBD 
MASYARAKAT PELAYANAN KB MOBILE 
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Pelaksanaan pelayanan Kb melalui MKJP di Kecamatan Ujung Pandang 
telah sesuai dalam buku Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana 
(2014) terkait pelaksanaan pelayanan KB di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam 
menjalankan pelayanan KB di tingkat Kabupaten/Kota dibutuhkan koordinasi 
antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selaku pelaksana dalam 
pelayanan KB, rumah sakit atau tempat pelaksanaan pelayanan KB yang dituju 
serta SKPD KB Kabupaten/Kota. 
4. Pengawasan Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Pengawasan (controlling) program metode kontrasepsi jangka panjang 
merupakan pemantauan atau monitoring seluruh kegiatan KB melalui metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang dilaksanakan agar sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan sebelumnya.  
Dari hasil indepht interview yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
penyuluh lapangan KB dan kader KB telah melakukan tugasnya dengan baik 
ditinjau dari kuantitas dan kualitas pekerjaannya oleh kepala UPT Kecamatan 
Ujung Pandang, tanggung jawab serta kehadiran penyuluh melalui absen, buku 
visum dan kelengkapan beberapa laporan yang telah dikerjakan.  
Pengawasan atau pemantauan kader KB dilakukan oleh setiap penyuluh 
lapangan KB sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing penyuluh. Kader KB 
Kecamatan Ujung Pandang telah melakukan tugas dengan baik ditinjau dari hasil 
pendataan yang dilakukan serta sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat. 
Kinerja penyuluh lapangan KB dapat berjalan dengan baik jika pendataan yang 
dilakukan oleh kader KB sudah benar. 
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Kinerja penyuluh lapangan KB dikoordinir oleh kepala UPT Kecamatan 
Ujung Pandang di balai KB. Sebagai pengingat dan penyalur informasi antara 
balai KB dengan SKPD KB Kota Makassar. Adapun pihak DPPKB Kota 
Makassar melakukan monitoring secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk 
melakukan pembinaan dan cross check data penyuluh yang dikumpulkan. 
Data terkait hasil pencapaian yang dilakukan oleh kader KB diberikan 
kepada penyuluh lapangan KB diakhir bulan (tanggal 30, 1 atau 2) dan penyuluh 
lapangan KB memiliki kewajiban untuk mengumpulkan hasil pencapaian akseptor 
oleh seluruh kader KB di beberapa kelurahan selambat-lambatnya 10 hari diawal 
bulan. Maka kinerja penyuluh lapangan KB di Kecamatan Ujung Pandang ditinjau 
dari hasil pembinaan yang dilakukan terhadap kader KB yang binanya. 
Puskesmas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
program pelayanan KB di wilayah kerjanya secara berkala dan terpadu 
menggunakan Kohort KB. Kohort KB dapat digunakan untuk memantau 
kunjungan ulang klien KB non-MKJP sehingga bisa mencegah terjadinya drop 
out karena dengan kohort KB dapat dipantau kapan waktu seharusnya klien 
datang untuk kunjungan ulang. Jika diketahui klien tidak melakukan kunjungan 
ulang maka tenaga kesehatan wajib mencari tahu dan bisa bekerjasama dengan 
PLKB atau kader setempat untuk melacak klien tersebut. 
Selain pendataan, penyuluh lapangan KB memiliki tanggung jawab untuk 
melakukan pencatatan dan pelaporan. Setiap laporan yang kerjakan oleh penyuluh 
lapangan KB telah memiliki kode paten yaitu “R1/PUS” laporan yang berisi hasil 
rekapan seluruh pasangan usia subur oleh kader KB kemudian dilanjut dengan 
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membuat laporan “C1/Des-Del” yaitu hasil rekapan PUS per kelurahan dan 
terakhir dibuat dalam laporan “F/1/Dal” yaitu laporan bulanan pengendalian 
lapangan tingkat kecamatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh 
penyuluh lapangan KB dituliskan dalam sebuah buku visum. 
 
Gambar 13 Buku Visum Mingguan 
 
Gambar 14 Buku Visum Bulanan 
Buku visum adalah catatan rencana kerja yang dilaksanakan oleh penyuluh 
lapangan KB dan ditandatangani oleh pihak yang didatanginya. Hasil yang telah 
dicapai setelah melaksanakan kegiatan serta sasaran dan tujuan kegiatan juga 
tercantum didalam buku visum tersebut. Hasil pencatatan dan pelaporan 
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bersumber dari hasil kinerja para kader KB dilapangan baik PPKBD maupun Sub 
PPKBD berupa pendataan dan pemetaan.  
 
Gambar 15 Pemetaan Gambar 16 Rekapan Kader KB 
Dari hasil wawancara mendalam atau indepht interview yang telah 
dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pencatatan dan pelaporan di balai KB 
Kecamatan Ujung Pandang telah sesuai dengan SOP tentang Alur Pencatatan dan 
Pelaporan dari DPPKB Kota Makassar. 
 
Gambar 17 SOP Alur Pencatatan dan Pelaporan 
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Pengawasan terhadap pencatatan dan pelaporan di balai KB Kecamatan 
Ujung Pandang digunakan untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja penyuluh 
lapangan KB agar menjalankan tugasnya untuk mencapai target keikutsertaan 
MKJP di Kecamatan Ujung pandang. Hal ini sejalan dengan penelitian Khiki 
Utari (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai. 
Disiplin kerja merupakan bentuk ketaatan perilaku seseorang atau kelompok 
dalam mematuhi peraturan-peraturan tertentu yang berkaitan dengan 
pekerjaannya. Kedisiplinan kinerja oleh penyuluh lapangan KB dapat 
meningkatkan efektifitas kinerja balai KB Kecamatan Ujung Pandang.  
Hal ini sejalan dengan penelitian Wawan Ridwan Mutaqin (2010) dalam 
hasil uji analisis data menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel disiplin kerja 
terhadap efektifitas kinerja adalah 0,859 dengan tingkat signifikansi koefisien 
kolerasi 0,000. Oleh karena probabilitas <0,05 H0 di tolak, artinya terdapat 
pengaruh disiplin kerja terhadap efektifitas kinerja meskipun rendah.  
Oleh karena itu, disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi 
khususnya kedisiplinan penyuluh lapangan KB sangat mempengaruhi pencapaian 
pencapaian tujuan organisasi di balai KB Kecamatan Ujung Pandang. 
5. Evaluasi Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program 
yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk menilai, memperhitungkan, 
dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. 
Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan 
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dimasa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan 
program. 
Dari hasil indepht interview yang telah dilakukan terhadap kepala UPT dan 
PLKB di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang diketahui bahwa evaluasi terkait 
program MKJP di Balai KB Kecamatan Ujung Pandang dilaksanakan setiap saat 
melaksanakan staf meeting. Staf meeting dilaksanakan pada saat melakukan 
perencanaan dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi setiap program yang 
dilaksanakan. 
Hasil evaluasi pelaksanaan program KB melalui metode kontrasepsi jangka 
panjang (MKJP) digunakan sebagai perbaikan sumber daya dan peningkatan 
kualitas pelayanan KB khususnya MKJP demi mencapai keluarga kecil, bahagia 
dan sejahtera.  
Dari hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan satu kendala baik dari kader 
KB maupun dari penyuluh lapangan KB dalam melaksanakan program KB 
melalui metode kontrasepsi jangka panjang yaitu sulitnya penyuluh KB untuk 
mencari pasangan usia subur baik wanita apalagi pria yang ingin menggunakan 
alat kontrasepsi melalui metode kontrasepsi jangka panjang.  
Disisi lain, Penyuluh lapangan KB telah sukses dalam melakukan 
pembinaan terhadap kader KB serta ketepatan dalam mengumpulan hasil 
pelaporan penyuluh lapangan KB ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dikategorikan cukup baik walaupun diketahui bahwa pencapaian target 
didasari oleh lokasi balai KB Kecamatan Ujung Pandang sebagai pusat pelayanan 
KB Kota Makassar. 
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Pencapaian akseptor KB aktif melalui MKJP di Kota Makassar 
berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2014 terdapat 5.459 akseptor dan 
meningkat pada tahun 2015 sebanyak 6.693 akseptor kemudian meningkat lagi 
pada tahun 2016 sebanyak 7.010 akseptor. Keikutsertaan akseptor dalam 
penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang telah mampu mempengaruhi jumlah 
angka kematian ibu di Kota Makassar. 
AKI maternal di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama 3 tahun 
terakhir yaitu pada tahun 2015 sebanyak 5 kematian ibu dari 25.181 kelahiran 
hidup (AKI : 19,86/100.000 KH). Jumlah kematian ibu tahun 2014 sama dengan 
tahun 2015 yaitu 5 kematian ibu tapi berbeda pada kelahiran hidup yaitu 24.590 
(AKI : 20,33/100.000 KH). Tahun 2013 terdapat 4 kematian ibu dari 24.576 
kelahiran hidup (AKI : 16,28/100.000 KH). 
Angka kematian ibu di Kota Makassar menunjukkan penurunan dari 
20,33/100.000 KH di Tahun 2014 menjadi 19,86/100.000 KH di tahun 2015, 
dimana terjadi 5 kematian ibu dari sejumlah 25.181 kelahiran hidup di Kota 
Makassar (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2016). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Perencanaan jangka pendek rutin dilaksanaan dalam kegiatan staf meeting 
setiap hari senin di balai KB untuk menyusun beberapa kegiatan yang 
efektif dan efisien untuk mencapai target yang diberikan oleh DPPKB 
Kota Makassar sedangkan perencanaan jangka panjang belum ada di Balai 
KB Kecamatan Ujung Panjang. 
2. Kepala UPT telah menjalankan tugas sesuai SOP yang ada dengan 
mengkoordinir seluruh penyuluh KB agar menjalankan tugas sesuai 
kewajibannya begitupun dengan PLKB selaku ujung tombak dalam 
pelaksanaan program KB melalui MKJP untuk mensosialisasikan dan 
mengajak PUS untuk beralih dan menggunakan salah satu alat kontrasepsi 
jangka panjang.   
3. Pelaksanaan program KB melalui MKJP dimulai dengan sosialisasi oleh 
PLKB untuk menggunakan alkon jangka panjang, PUS akan mendapat 
konseling awal dan pilihan untuk menuju ke tempat pelayanan KB atau 
menunggu pelayanan KB mobile.  
4. Seluruh kegiatan di monitoring langsung oleh DPPKB Kota Makassar, 
pengawasan ditinjau melalui kehadiran, buku visum dan beberapa laporan 
yang dibuat serta hasil pencapaian setiap bulan yang rutin dikirim ke 
DPPKB Kota Makassar. 
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5. Evaluasi rutin dilaksanakan saat melaksanakan kegiatan staf meeting demi 
tercapainya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 
B. SARAN 
1. Balai KB Kecamatan Ujung Pandang sebaiknya melengkapi dokumen 
perencanaan jangka panjang. 
2. Sebaiknya sosialisasi program KB khususnya melalui metode kontrasepsi 
jangka panjang dilakukan lebih intens dan lebih terorganisir lagi. 
3. Pencapaian akseptor di kecamatan Ujung Pandang diharapkan lebih 
unggul dibanding kecamatan lain yang ada di Kota Makassar oleh karena 
itu, sebaiknya seluruh penyuluh lapangan KB lebih produktif lagi untuk 
mengubah cara pandang masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi 
melalui MKJP agar mampu menjadi contoh bagi kecamatan lain selaku 
pusat pelayanan KB di Kota Makassar. 
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